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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat efektifitas 
dan efisiensi dari penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bone selama periode 
1999 – 2010. Serta faktor apa yang mempengaruhi efekitivitas dan efisiensi 
penerimaan pajak tersebut. Metode analisis yang digunakan adalah metode 
kuantitatif dengan analisis deskriptif, sedangkan alat analisis yang akan 
digunakan adalah analisis efektivitas dan analisis efisiensi. Selain metode 
tersebut, juga digunakan analisis kualitatif berupa wawancara langsung. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah Kabupaten Bone 
secara umum efektif dan efisien, sedangkan Faktor-faktor yang  mempengaruhi 
tingkat efisiensi dan efektifitas penerimaan pajak daerah, yaitu wajib pajak dapat 
memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak tepat waktu, pengawasan 
terhadap pelaksanaan pemungutan pajak daerah serta sistem dan prosedur 
pemungutan pajak. 
Kata kunci : Pajak Daerah, Efektifitas, Efisiensi, Target Pajak, Realisasi 




This study aims to determine how the effectiveness and efficiency of local 
tax revenue in Bone regency during the period from 1999 to 2010. As well as 
what factors influence efektivitas and efficiency of the tax revenue. The analysis 
method used is quantitative descriptive analysis method, while the analytical tools 
that will be used is the analysis of the effectiveness and efficiency analysis. In 
addition to these methods, it is also used qualitative analysis of interviews. The 
results showed that local tax revenues of Bone generally effective and efficient, 
while the factors that affect the efficiency and effectiveness of local tax revenues, 
the taxpayer can meet its obligations to pay taxes on time, monitoring the 
implementation of local tax collection systems and tax collection procedures. 
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Lampiran : Wawancara Langsung Kepada Dispenda Kabupaten Bone 
Subtansi Objek Jawaban 
Potensi Pajak: 
1. Bagaimana Potensi Pajak ? 
2. Apakah berpotensi sebagai 
sumber Pendapatan Daerah ? 
3. Bagaimana cara pemerintah 
daerah menggali potensi pajak ? 
Sekretaris Dispenda 




Dispenda Kab.Bone : 
 ST Aisyah, SE 
Sekretaris Dispenda Kabupaten Bone : 
 A.Alimuddin, M.Sos 
1. Potensi Pajak cukup besar, namun obyeknya menyebar sehingga 
diperlukan upaya menyaring potensi potensi itu dengan mobilitas tinggi 
2. Dapat dijadikan sebagai sumber Pendapatan Daerah berdasarkan UU 
No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
3. Memperbaiki sistem dan prosedur pemungutan 
 
Kasubag. Kepeg. Dispenda Kab.Bone : 
 ST Aisyah, SE 
1. Potensi pajak yang ada di kabupaten Bone ini cukup banyak dan 
bervariasi sesuai dengan jenis-jenis pajak, tinggal bagaimana petugas 
pajak mengelola potensi pajak tersebut 
2. Sangat berpotensi. Karena sumber Pendapatan Daerah salah satunya 
adalah pajak 





Kabid. Pembukuan : 
 A.Nurani, SE 
1. 
2. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan daerah belum memadai 
yaitu hanya 0,,7 % dari realisasi pendapatan daerah 
3. Penggalian potensi pajak dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi 
Intensifikasi: penyuluhan pajak, penagihan intensif, peningktan tariff 
Ekstensifikasi: Menambah subjek pajak/wajib pajak baru.  
 
Kabid. Perencanaan dan Pengendalian Operasional : 
 Dra.Misriaty Kadir,M.Si 
1. Belum terlalu maksimal 
2. Sudah berpotensi 
3. Mendata obyrk pajak yang layak di kenakan pajak yang dapat 




Proses & Mekanisme Pajak: 
1. Jelaskan bagaimana proses dan 
mekanisme pemungutan pajak ? 
2. Hambatan-hambatan apa saja 
yang ada dalam proses 
pemungutan pajak ? 
3. Apakah ada item-item tertentu 
yang digunakan dalam proses 
pemungutan pajak ? 
Sekretaris Dispenda 




Dispenda Kab.Bone : 
 ST Aisyah, SE 
Sekretaris Dispenda Kabupaten Bone : 
 A.Alimuddin, M.Sos 
1. Mekanisme pemungutan pajak telah diatur tersendiri dalam system dan 
prosedur Administrasi pajak darah yang meliputi: Pendaftaran dan 
pendataan, penetapan, penyetoran, angsuran dan permohonan 
penundaan pembayaran, pembukuan dan pelaporan keberatan dan 
banding, penagihan , pembatalan, pengurangan penetapan dan 
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pengembalian 
dan kelebihan pembayaran. 
2. - Kecenderungan wajib pajak kurang obyektif menyampaikan Surat 
Pemberitahuan (SPT) 
- Instrument yang mendukung penagiham pajak belum memadai 
seperti unit penyuluhan, penyidik pajak dan jurusita 
3.   
 
Kasubag. Kepeg. Dispenda Kab.Bone : 
 ST Aisyah, SE 
1. – pendaftaran objek pajak 
- Pendataan objek dan subyek pajak melalui (SPTPD) 
- Menetapkan besarnya pengeluaran pajak melalui Surat Ketetapan 
Pajak daerah (SKPD) 
vi 
 
- Melaksanakan penagihan (pemungutan) 
2. – Hambatan yang bersumber dari obyek pajak yang belum terdata dan 
belum dikenakan pajak secara keseluruhan dalam arti objek pajak masih 
ada yang belum dikenakan pajak 
- Hambatan yang bersumber dari wajib pajak. Wajib pajak terkadang 
belum/tidak melaporkan obyek pajaknya secara transparan/jujur. 
Sedangkan obyek pajak merupakan dasar dalam menerbitkan Surat 
Ketetapan Pajak daerah (SKPD) 
- Hambatan dari petugas yang SDMnya wajib ditingkatkan 
- Hambatan dari penegakan peraturan terutama pemberian sanksi 
epada wajib pajak yang mangkir (tidak membayar pajak) 
3.   
 
Kabid. Pembukuan : 
 A.Nurani, SE 
1. Dimulai dari proses pendataan Wajib Pajak dengan memberikan SPT 
kepada wajib pajak, selanjutnya proses penetapan pajak dilanjutkan 
penagihan 
2. Kesadaran wajib pajak yang masih rendah, sanksi yang masih belum 
sepenuhnya diterapkan 




Kabid. Perencanaan dan Pengendalian Operasional : 
 Dra.Misriaty Kadir,M.Si 
1. Dengan cara self assessment dan official assessment. 
- Self assessment: wajib pajak yang menghitung, menetapkan jumlah 
pajaknya. 
- Official assessment: petugas pajak yang menghitung dan 
menetapkan jumlah pajaknya 
2. Kesadaran wajib pajak yang terlalu rendah dalam melaksanakan 
kewajibannya membayar pajak. 
3. Yang pertama yaitu, melakukan pendataan obyek pajak. Yang 
kedua membuat SKPD. Yang ketiga membuat SPPD. Dan terakhir 
melakukan penagihan kepada obyek pajak 
 
Target Pajak: 
1. Jelaskan bagaimana proses 
penentuan target pajak ! 
2. Apakah ada indikator tertentu ? 
sebutkan dan jelaskan ! 




Sekretaris Dispenda Kabupaten Bone : 
 A.Alimuddin, M.Sos 
1. - Identifikasi objek dan subjek pajak 
- Kemampuan untuk menagih 




target pajak ?  
3. Penentuan target pajak diawali dari perencanaan dari SKPD. 
Pengelolaan berdasarkan potensi dan kemampuan untuk 
merealisasikan dan selanjutnya di bahas pada panitia/tim anggaran 
pemda dan selanjutnya dituangkan dalam RAPBD 
Kasubag. Kepeg. Dispenda Kab.Bone : 
 ST Aisyah, SE 
1.   
2.   
3.   
 
Kabid. Pembukuan : 
 A.Nurani, SE 
1. Dimulai dari evaluasi penerimaan tahun sebelumnya dan perhitungan 
omzet masing-masing wajib pajak 
2. Tingkat inflasi dan peningkatan tarif (Untuk pajak penerangan jalan) 
3. Dimula dari rancangan target yang diajukan SKPD pengelola dilanjutkan 
dengan pembahasan di DPR untuk ditentukan secara bersama oleh 




Kabid. Perencanaan dan Pengendalian Operasional : 
 Dra.Misriaty Kadir,M.Si 
1.   
2.   
3. Pemerintah daerah, berdasarkan engan peraturan daerah 
 
Realisasi Pajak: 
1. Apakah Realisasi dapat 
mencapai target ? 
2. Apakah dapat dikatakan efektif ? 
1. Wawancara Sekretaris Dispenda Kabupaten Bone : 
 A.Alimuddin, M.Sos 
1.  Realisasi belum maksimal 
2. Belum efektif 
 
Kasubag. Kepeg. Dispenda Kab.Bone : 
 ST Aisyah, SE 
1. Realisasi dapat saja tercapai secara maksimal apabila wajib pajak dapat 
memenuhi kewaibannya dalam membayar pajak tepat waktu 
2.   
 
Kabid. Pembukuan : 
x 
 
 A.Nurani, SE 
1. Tidak semua jenis pajak dapat tercapai dengan maksimal 
2. Secara umum dapat dikatakan efektif dibandingkan biaya pemungutan 
 
Kabid. Perencanaan dan Pengendalian Operasional : 
 Dra.Misriaty Kadir,M.Si 
1. Dapat tercapai dengan maksimal 
2. Belum  
Biaya Operasional: 
1. Bagaimana pengalokasian biaya 
operasional ? 
2. Apa saja upaya agar penggunaan 




Sekretaris Dispenda Kabupaten Bone : 
 A.Alimuddin, M.Sos 
1. Biaya operasional dianggarkan dalam SPKD sesuai keputusan yang 
berlaku 
2. Mengefisienkan beberapa variabel yang mempengaruhi biaya yang 
berhubungan dengan pemungutan 
 
Kasubag. Kepeg. Dispenda Kab.Bone : 
 ST Aisyah, SE 
1. Biaya operasional sudah dialokasikan sesuai dengan pos-pos masing-
masing DPA (Dukungan Perencanaan Anggaran) dengan 
xi 
 
memeperhatikan sasaran yang akan dicapai 
2. Penggunaan biaya operasional dapat efisien apabila biaya operasional 
tersebut digunakan pada pos (sasaran) yang tepat 
 
Kabid. Pembukuan : 
 A.Nurani, SE 
1. Biaya operasional dianggarkan melalui APBD tetapi tidak secara khusus 
untuk masing-masing jenis pajak 
2. Himbauan melalui media agar wajib pajak membayar sendiri pajaknya 
dan kegiatan penyuluhan 
 
Kabid. Perencanaan dan Pengendalian Operasional : 
 Dra.Misriaty Kadir,M.Si 
1. Sesuai kebutuhan 
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1.1 Latar Belakang 
Di Indonesia, masalah pajak yang tercantum dalam rencana pajak 
jangka panjang (RPJP), yaitu pajak dimanfaatkan untuk meningkatkan 
penerimaan Negara dari berbagai sumber terutama di luar minyak dan gas 
bumi sebagai pelaksanaan sistem perpajakan yang terus disempurnakan 
dengan memperhatikan kemampuan dan manfaatnya. 
Menggalakkan pungutan pajak adalah syarat mutlak apabila 
pemerintah ingin memelihara tempo serta kesinambungan gerak 
pembangunan nasional, lebih-lebih setelah penerimaan dari hasil-hasil 
minyak bumi kurang dapat diandalkan lagi untuk memegang peranan utama 
dalam penerimaan Negara. Namun mengusahakan peningkatan penerimaan 
pajak ini nyatanya tidaklah begitu mudah. (Salamun A.T., 1991) 
Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri yang utama. 
Dengan terjadinya berbagai krisis baik ekonomi, moneter, maupun politik 
yang berdampak sangat berat bagi seluruh rakyat Indonesia, maka semakin 
meningkat kesadaran dan tuntutan rakyat terhadap dampak negatif dari 
utang dan bantuan luar negeri. Upaya untuk mengurangi atau menghilangkan 
utang dan bantuan luar negeri hanya mungkin apabila penerimaan pajak 
dapat ditingkatkan sedemikian rupa untuk menggantikan penerimaan luar 
negeri tersebut. Perkembangan sosial, politik, dan ekonomi pada masa kini 
dan masa datang, saat globalisasi tidak dapat dihindarkan lagi serta tuntutan 
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rakyat terhadap sistem demokrasi sudah sedemikian kuatnya, maka fungsi 
aparatur perpajakan yang paling menjadi sorotan dan tuntutan masyarakat 
adalah fungsi pelayanan. Hal ini sejalan juga dengan perkembangan 
administrasi publik di negara-negara maju yang menjurus pada upaya 
mewirausahakan birokrasi, yang inti sasarannya adalah agar dimungkinkan 
untuk menyediakan pelayanan yang prima kepada publik dengan cara paling 
efisien. (Dr. M. Machfud Sidik, M.Sc., 1999) 
Selama ini tingkat ketergantungan subsidi daerah propinsi dan daerah 
kabupaten/kota terhadap pemerintah pusat cukup besar. Bantuan yang 
begitu besar ini merupakan suatu masalah tersendiri dalam hal hubungan 
fiskal pemerintah, melihat ketidakmampuan daerah kabupaten/kota 
menyediakan anggaran pembangunan bagi daerahnya sendiri. Pemerintah 
pusat dengan anggaran yang relatif terbatas terpaksa mengurangi anggaran 
sektoral lainnya dari subsidi daerah, sehingga kurang menguntungkan bagi 
sisi penerimaan Negara yang pada gilirannya dapat melemahkan keuangan 
dan perekonomian terutama di sektor publiknya. 
Untuk mengatasi tingkat ketergantungan ini maka Pendapatan Asli 
Daerah harus diupayakan agar lebih efektif dan efisien sehingga dapat 
mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 
Pendapatan Asli Daerah didukung oleh lima sumber pendapatan, yaitu 
pendapatan dari hasil pajak daerah, laba perusahaan daerah, penerimaan 
dinas-dinas dan pendapatan daerah lainnya. 
Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, 
daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah 
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menurut asas otonomi dan tugas pembangunan yang diarahkan untuk 
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 
daya saing daerah. 
Dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, dibutuhkan dana yang 
tidak sedikit jumlahnya. Sumber dana yang dapat dipakai dalam 
pembangunan daerah  terdiri dari berbagai sumber yaitu sumbangan dan 
bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bagi hasil 
pajak/bukan pajak dan pendapatan asli daerah sendiri yang didalamnya 
terdapat pajak-pajak daerah sebagai tema yang akan dibahas. 
Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan guna 
meningkatkan pelayanan publik maka pemerintah daerah memerlukan 
pendanaan yang tentu tidak dapat hanya mengandalkan dana perimbangan 
dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah perlu mengupayakan sumber-
sumber pendanaan yang berasal dari daerah dengan tetap 
mempertimbangkan daya dukung dan kemampuan daerah. Sumber-sumber 
pendanaan yang dimaksud adalah dari potensi pendapatan asli daerah. 
Adapun sumber pendapatan daerah yang meliputi PAD, pendapatan 
dari pemerintah/instansi yang lebih tinggi dan pinjaman pemerintah daerah. 
Pendapatan daerah yang sah khususnya PAD terdiri dari beberapa 
komponen, yang salah satunya adalah pajak daerah, dimana komponen 
tersebut merupakan sumber dana yang potensial dalam menunjang 
pembiayaan pembangunan daerah karena memberikan kontribusi terbanyak 
kedua terhadap total penerimaan PAD. Dengan demikian penerimaan pajak 
daerah yang merupakan komponen PAD dan APBD merupakan sumber 
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penerimaan rutin yang digunakan sebagai sumber pembiayaan 
pembangunan daerah. 
Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan dibahas dalam 
penulisan ini adalah pajak daerah. Selama periode 2003 – 2007 
perekonomian kabupaten Bone pasang surut tidak menentu dengan rata-rata 
pertumbuhan 4,60 %. Dari tahun ke tahun tampak berfluktuasi. Hal ini 
ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2003 tumbuh sebesar 
4,56 %, kemudian melambat 2,11 % tahun 2004 dan pada tahun 2005 
tumbuh sebesar 4,31 %, tahun 2006 tumbuh sebesar 5,95 % dan pada tahun 
2007 menjadi 6,05 %. 
Realisasi penerimaan sumber-sumber pendapatan asli daerah 
kabupaten Bone dan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten 
Bone pada tahun anggaran 2008/2009  lainnya dapat dilihat sebagai berikut: 
Pajak Daerah, dengan realisasi sebesar Rp. 5.938.898.041,00 memberikan 
kontribusi sebesar 35,77  %. Retribusi daerah, dengan realisasi sebesar Rp. 
16.242.216.127,00 memberikan kontribusi sebesar 42,91 %. Laba usaha 
Daerah, dengan kontribusi sebesar Rp. 1.572.979.856,65  memberikan 
kontribusi sebesar 2,01 %. Penerimaan Lain-lain, dengan kontribusi sebesar 
Rp. 26.915.356.877,62  memberikan kontribusi sebesar 19,31 %. 
Pada tahun 2001 era setelah Indonesia melaksanakan otonomi 
daerah dimana daerah diberikan kewenangan untuk mengelola daerahnya 
secara mandiri termasuk masalah sumber-sumber penerimaan daerah. 
Kondisi ini berpengaruh positif terhadap manajemen penerimaan pajak 
daerah dimana selama tahun 2001 target sebesar Rp. 2.597.043.717 yang 
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terealisasi sebesar Rp. 2.603.815.964 (100,26 % ) realisasi penerimaan 
pajak daerah melebihi target pajak yang ditetapkan, sehingga pada tahun 
2006 pajak daerah kabupaten Bone mencapai Rp. 5.979.659.528. Hal ini 
disebabkan desentralisasi fiskal memacu setiap daerah  untuk mengelola 
penerimaan  secara efektif dan efisien sehingga kemandirian fiskal dapat 
tercapai. 
Bedasarkan data BPS kab. Bone yang memiliki luas kurang lebih 
4.559 km2 (kab. Bone dalam Angka 1999-2010), potensi yang dimiliki oleh 
pajak daerah Kabupaten Bone belum tergali sepenuhnya, ditambah lagi 
dengan penundaan wajib pajak untuk melunasi beban pajaknya serta belum 
maksimalnya pengawasan pemungutan pajak, sehubungan dengan hal 
tersebut perlu kiranya dapat diklasifikasi ulang pajak daerah yang potensial 
sehingga penerimaannya dapat dimaksimalkan.  
Dari data dasar yang penulis temukan di atas serta penelitian yang 
pernah dilakukan oleh Hadijah Said mengenai kontribusi pajak daerah 
kabupaten Bone pada Tahun 1992, dapat diketahui bahwa penerimaan pajak 
daerah terus mengalami peningkatan, namun sebagian besar target yang 
ingin diperoleh belum dapat terealisasi. Hal ini disebabkan oleh : 
 Penundaan pembayaran pajak daerah oleh wajib pajak 
 Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanakan pajak daerah 
Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis memilih judul untuk 
penulisan skripsi ini adalah “Analisis Efisiensi dan Efektifitas Penerimaan 




1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka yang 
menjadi rumusan masalah pokok dalam pembahasan ini adalah : 
1) Seberapa besar tingkat efisiensi penerimaan pajak daerah Kabupaten 
Bone selama periode 1999-2010 
2) Seberapa besar tingkat efektifitas penerimaan pajak daerah Kabupaten 
Bone selama periode 1999-2010 
3) Faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan 
efektifitas penerimaan pajak daerah 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut 
: 
Untuk mengetahui bagaimana tingkat efektifitas dan efisiensi dari penerimaan 
pajak daerah di Kabupaten Bone selama periode 1999 – 2010. Serta faktor 
apa yang mempengaruhi efekitifitas dan efisiensi penerimaan pajak tersebut. 
 
1.4  Manfaat Penelitian 
1. Sebagai bahan informasi tentang kondisi perkembangan penerimaan 
pajak daerah Kabupaten Bone, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan 
acuan kebijakan pemerintah Kabupaten Bone. 
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2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah Kabupaten Bone dalam 
rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 
Bone. 
3. Sebagai referensi  bagi perluasan wawasan  dalam bidang keuangan dan 




















2.1 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah 
 Hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, atau dalam arti 
yang lebih sempit sering juga disebut sebagai perimbangan keuangan pusat dan 
daerah merupakan salah satu bentuk hubungan dari sekian banyak hubungan 
antara pemerintah pusat dan daerah. (Ahmad Yani, 2009)  
 Berbicara mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai 
otonomi daerah. Secara teoritis, dalam konteks negara kesatuan dikenal ada dua 
cara dalam menghubungkan pemerintah pusat dan daerah, yaitu sentralisasi dan 
desentralisasi. Namun jika dikaitkan dengan konsep sentralisasi dan 
desentralisasi maka pendekatan yang digunakan dalam hubungan pemerintah 
pusat dan daerah masih kurang jelas. 
 Pola hubungan keuangan antar pemerintah, pada gilirannya 
merupakan pencerminan ideologi politik dan struktur pemerintahan Negara. 
Derajat sentralisasi keuangan Negara dalam suatu Negara, pada umumnya 
ditunjukkan oleh variabel-variabel seperti proporsi penerimaan pemerintah pusat 
terhadap penerimaan total dan persentase dari pengeluaran pemerintah pusat 
terhadap pengeluaran pemerintah secara keseluruhan. 
 Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dapat terjadi secara 
vertikal, horizontal, dan diagonal. Hubungan vertikal merupakan hubungan atas-
bawah secara timbal balik, sedangkan hubungan horizontal terjadi jika 
24 
 
pejabat/unit/instansi yang setingkat melakukan hubungan yang arahnya 
menyamping. Hubungan diagonal terjadi jika ada hubungan yang menyilang dari 
atas ke bawah secara timbal-balik antara dua unit yang berbeda induk. 
 Hubungan keuangan pusat dan daerah mencakup pengertian yang 
sangat luas dan dapat diwujudkan dalam suatu bentuk keadilan horizontal 
maupun vertical. Hubungan keuangan pusat dan daerah juga berusaha 
mewujudkan tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik menuju 
clean government dan good governance. Salah satu implikasi langsung dari 
adanya fungsi yang diserahkan kepada daerah sesuai dengan UU Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah adanya kebutuhan dana yang 
cukup besar. Dari adanya kebutuhan dana inilah timbul masalah perimbangan 
keuangan (transfer). 
 
2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) 
Anggaran merupakan rencana operasional pemerintah. Dengan 
demikian anggaran tidak dapat dipisahkan dari program-program 
pembangunan di segala bidang baik bidang ekonomi, politik, sosial budaya, 
maupun pertahanan dan keamanan. 
Dalam UU  Nomor 33 tahun 2004  pasal 1 ditegaskan bahwa APBN 
adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan UU tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedang APBD adalah suatu 
rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Peendapatan dan Belanja Daerah. 
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Mamesah (1995) mengemukakan APBD adalah rencana operasional 
keuangan pemerintah daerah dimana satu pihak menggambarkan perkiraan 
pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan atau proyek-proyek 
daerah dalam satu tahun anggaran tertentu dan pihak lain menggambarkan 
penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran yang dimaksud. 
Menurut Mardiasmo (1990) menguraikan bahwa merupakan alat 
pemerintah untuk melaksanakan semua kewajiban, janji, kebijakannya 
kedalam rencana-rencana konkrit dan terintegrasi dalam hal tindakan apa 
yang diambil, hasil apa yang akan dicapai, pada biaya berapa dan siapa yang 
akan membayar biaya-biaya tersebut. 
Selanjutnya menurut Mamesah (1995), definisi peendapatan belanja 
daerah diuraikan sebagai berikut : A  =  Anggaran dalam arti beg rooting atau 
estimate yang mempunyai makna    penentuan,patokan atau penetapan 
banyaknya uang. P  =  Pendapatan atau Income dalam arti revenue atau 
penerimaan, dimaksudkan dengan adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
berupa pajak, retribusi dan lain-lain. B  =  Belanja atau government 
expenditure atau pengeluaran yang dimaksudkan dalam pemerintahan untuk 
melaksanakan tugas dan fungsinya memerlukan pengeluaran sumber daya 
ekonomi berupa uang atau dinyatakan dengan penggunaan uang untuk 
keperluan belanja rutin dan pembangunan atau sekarang dikenal dengan 
belanja operasional dengan belanja modal. D  =  Daerah dimaksud disini 
yaitu sebagai otonom (dalam hal ini propinsi, kabupaten/kota) yang menjadi 





Untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai APBD, 
maka dapat digambarkan melalui struktur berikut : 
Gambar 2.1 Skema Struktur APBD  
 
  






      
 
2. 3 Pendapatan Daerah 
Samu (2005)  mengemukakan bahwa penerimaan pemerintah daerah 
sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan 
antara pemerintah pusat dan daerah diartikan sebagai uang yang masuk ke 
kas daerah, atau penerimaan yang didapat pemerintah daerah yang meliputi 
pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari 
















Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan. 
Sedangkan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran 
daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil 
penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. 
Secara garis besar sumber-sumber penerimaan atau cara-cara yang 
dapat ditempuh oleh pemerintah untuk mendapatkan dana, pada pokoknya 
dapat digolongkan antara lain sebagai berikut : Pajak. Yang dimaksud 
dengan pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang 
dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat 
ditunjuk. Retribusi. Yang dimaksud retribusi adalah suatu pembayaran dari 
rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antar 
balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi 
tersebut. Keuntungan dari Perusahaan-Perusahaan Negara. Penerimaan dari 
sumber ini merupakan penerimaan pemerintah dari hasil penjualan barang-
barang yang dihasilkan oleh Perusahaan-Perusahaan Negara. Pinjaman. 
Pinjaman ini bisa dapat berasal dari luar Negeri maupun dari dalam Negeri. 
Beberapa sumber dana yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk 
membiayai kegiatan-kegiatan  pembangunan antara lain : berasal dari dalam 
negeri (internal) seperti Pendapatan Asli Daerah, pendapatan dari institusi 
yang lebih tinggi (dana perimbangan), Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi 
khusus. Sedangkan yang berasal dari luar negeri yaitu dalam bentuk grant, 
pinjaman, dan penanaman modal asing (Hasan, 2001). 
Proses pembangunan suatu daerah seperti halnya di Kabupaten 
Bone, suatu syarat yang penting yang harus diperhatikan adalah 
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pembangunan harus dilaksanakan dengan kekuatan yang terdapat pada 
kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber daerah itu sendiri, karena 
pembangunan tidak akan berjalan lancer dengan hanya bermodalkan 
bantuan dari luar daerah tanpa tenaga pendorong intern yang cukup. 
2. 4 Pendapatan Asli Daerah 
Pendapatan Asli Daerah meliputi semua penerimaan daerah atas 
usaha sendiri dari semua sumber pendapatan yang telah ditetapkan 
peraturan perundangannya atau dengan undang-undang atau peraturan 
pemerintah diserahkan sebagai sumber pendapatan daerah. 
Hal ini sejalan pula dengan pendapat Susiyati dalam Arsyad (1999) 
bahwa pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari penerimaan yang berasal 
dari pajak, retribusi, penerimaan dinas, laba dari perusahaan daerah dan 
penerimaan lain-lain. 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang 
penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
daerah. Bahkan PAD dapat memberi warna terhadap otonomi suatu daerah 
karena pendapatan ini dapat digunakan bebas oleh daerah. Artinya 
penggunaan dana yang bersumber dari PAD dapat dimanfaatkan oleh 
daerah sesuai dengan kebutuhannya sehingga secara prinsip pemerintah 
pusat atau pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya tidak berwenang untuk 
mengatur/menentukan penggunaan pendapatan daerah tersebut (Ahmad 
Yani, 2002 ). 
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Sebagiamana dalam UU No. 22 tahun 1999, bahwa Pendapatan Asli 
Daerah terdiri dari hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Milik 
Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Lainnya yang dipisahkan serta lain-
lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. 
a. Hasil Pajak Daerah 
Pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berasaskan 
peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan 
rumah tangga pemerintah daerah tersebut (Mardiasmo, 1997). 
Menurut Undang- Undang RI No. 18 Tahun 1997, pajak daerah 
adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang atau pribadi atau kepala daerah 
tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan, 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan 
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan 
daerah. 
Adapun jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah 
secara garis besar dibedakan menjadi 2 bagian yaitu : 
1. Jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat 
Provinsi terdiri dari : Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas 
air, Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, 
Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak pengambilan 
pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan 
2. Jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat 
kabupaten/kota terdiri dari : Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak 
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hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak pengambilan 
bahan galian golongan C dan Pajak parkir 
Pada tanggal 18 Agustus 2009, Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-undang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RUU PDRD) menjadi Undang-undang 
No. 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai pengganti dari 
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, yakni bahwa Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. 
Terdapat penambahan 4 jenis pajak daerah, yaitu 1 jenis pajak 
provinsi dan 3 jenis pajak kabupaten/kota. Dengan tambahan tersebut, 
secara keseluruhan terdapat 16 jenis pajak daerah, yaitu 5 jenis pajak 
provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota. Jenis pajak provinsi yang baru 
adalah Pajak Rokok, sedangkan 3 jenis pajak kabupaten/kota yang baru 
adalah PBB Perdesaan dan Perkotaan, BPHTB, dan Pajak Sarang Burung 
Walet. Sebagai catatan, untuk kabupaten/kota ada penambahan 1 jenis pajak 
yaitu Pajak Air Tanah yang sebelumnya merupakan pajak provinsi. 
b. Hasil Retribusi Daerah 
Retribusi daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari rumah 
swasta berdasarkan norma-norma umum yang ditetapkannya, berhubungan 
dengan prestasi yang diselenggarakan dengan untuk kepentingan umum 




Dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri retribusi 
sebagai berikut : Adanya jasa yang diberikan oleh Negara yang langsung 
dapat ditunjuk, Pelaksanaannya bersifat ekonomis, yaitu agar jasa Negara 
dibatasi, Adanya balas jasa Kontra prestasi di rumah tangga swasta rakyat, 
dan Segala jasa Negara yang diberikan oleh Negara sesuai dengan tugas 
khususnya sebagai penguasa publik. 
c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah 
Lainnya 
Perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian 
atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika 
ditentukan lain dengan atau berdasarkan  undang-undang. Hasil perusahaan 
daerah atau badan lain yang merupakan Badan Usaha Milik Negara. 
Pembinaan dan penataaan perusahaan daerah bertujuan untuk memperkuat 
kemampuan keuangan daerah. 
Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta 
mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah maka, perusahaan dapat 
memanfaatkan peluang melalui kerja sama dengan pihak ketiga berdasarkan 
prinsip saling menguntungkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 
2.5 Teori Pemungutan Pajak 
Atas dasar apakah Negara mempunyai hak untuk memungut pajak ? 
(Mardiasmo, 1997 ). Terdapat beberapa teori yang menjelaskan, atau yang 
memberikan hak kepada Negara untuk memungut pajak, antara lain: 
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1. Teori Asuransi 
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak 
rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang 
diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan 
perlindungan tersebut. 
 
2. Teori Kepentingan 
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada 
kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin 
besar kepentingan seseorang terhadap Negara, maka semakin tinggi 
pajak yang harus dibayar. 
3. Teori Daya Pikul 
Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya 
pajak harus sesuai daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur 
daya pikul dapat digunakan dua pendekatan, yaitu : 
 Unsur objektif, yaitu : dengan melihat besarnya 
penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. 
 Unsure subyektif, yaitu : dengan memperhatikan besarnya 
kebutuhan materi yang harus dipenuhi. 
 
4. Teori Bakti 
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Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat 
dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus 
selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban. 
5. Teori Asas Daya Beli 
Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. 
Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga 
masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan 
menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan 
kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh 
masyarakat diutamakan. 
Agar lebih jelas berikut penulis tambahkan Gambar 2.2 skema 





2.6 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Daerah 
Pembangunan merupakan kewajiban setiap pemerintah, baik itu 
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam proses pembangunan 
tentunya memerlukan biaya dan biaya ini bersumber dari anggaran 
pendapatan dan belanjanya masing-masing. Pemerintah daerah dalam hal ini 















daerahnya, yang terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan ( sisa lebih 
perhitungan anggaran tahun daerah, penerimaan pinjaman daerah, dan hasil 
penjualan kekayaan daerah, yang dipisahkan ). 
Adapun sumber pendapatan daerah yang meliputi PAD, pendapatan 
dari pemerintah/instansi yang lebih tinggi dan pinjaman pemerintah daerah. 
Pendapatan daerah yang sah khususnya PAD terdiri dari beberapa 
komponen, yang salah satunya adalah pajak daerah, dimana komponen 
tersebut merupakan sumber dana yang potensial dalam menunjang 
pembiayaan pembangunan daerah karena memberikan kontribusi terbanyak 
kedua terhadap total penerimaan PAD. Dengan demikian penerimaan pajak 
daerah yang merupakan komponen PAD dan APBD merupakan sumber 
penerimaan rutin yang digunakan sebagai sumber pembiayaan 
pembangunan daerah. 
2.7 Pembangunan Ekonomi Daerah 
Era otonomi daerah ini, menimbulkan kesadaran bahwa 
pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan suatu proses yang 
kompleks dan penuh dengan ketidakpastian yang tidak dengan mudah 
dikendalikan dan direncanakan dari pusat. Karena itu proses pembangunan 
yang dilaksanakan seluruh kegiatannya dari awal perencanaan hingga tahap 
pelaksanaan sepenuhnya berada wewenang pemerintah daerah termasuk 
sumber alokasi pembiayaan pembangunan itu sendiri. 
Pembangunan ekonomi daerah yang dilaksanakan berdasarkan 
prinsip otonomi daerah memberikan kesempatan bagi peningkatan 
demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan 
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masyarakat. Pembangunan daerah sendiri dilaksanakan sebagai akibat dari 
adanya kebutuhan daerah dalam mewujudkan pelayanan kepada 
masyarakat. 
Salah satu tujuan utama konsep pembangunan ekonomi adalah untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, konsep pembangunan 
ekonomi hanya merupakan salah satu bagian dari pembangunan secara 
keseluruhan. 
Menurut Davey (1988) tujuan hubungan antara pusat  dan daerah 
yaitu : Adanya pembagian wewenang yang rasional antara tingkat-tingkat 
pemerintah mengenai peningkatan sumber-sumber pendapatan dan 
penggunaaannya, Pembagian yang adil antara pembelanjaan daerah yang 
satu dan daerah lainnya, serta Pemerintah daerah dalam mengusahakan 
pendapatan (pajak dan retribusi) sesuai dengan pembagian yang adil 
terhadap keseluruhan beban pengeluaran pemerintah. 
Definisi pembangunan menurut Sumitro (1988) adalah suatu proses di 
dalam masyarakat lokal yang bersangkutan sebagai subjek dan objek 
pembangunan, pelaksanaan dan pemetikan hasil pembangunan. Dengan 
menggunakan sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya 
kelembagaan yang ada (sosial, ekonomi, budaya ) serta nilai-nilai yang 
mendasarinya secara terpadu dan berkelanjutan, tanpa menghambat 
pemenuhan generasi mendatang menuju tingkat kemandirian yang lebih 
tinggi didalam kesatuan masyarakat nasional dan global, dengan atau tanpa 
bantuan dari luar. 
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Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan daerah 
adalah pembangunan yang didasarkan dengan mengembangkan tata nilai 
masyarakat lokal sebagai subyek dan obyek pembangunan dengan 
menggunakan potensi-potensi sumber daya yang ada secara terpadu dan 
berkelanjutan dengan atau tanpa bantuan dari luar (daerah harus mampu 
mandiri dalam melaksanakan seluruh proses pembangunannya termasuk 
dalam pembiayaan pembangunan itu sendiri). 
Menurut Jhingan (1999) melihat dari suatu sisi tujuan pokok 
pembangunan ekonomi itu sendiri, yakni untuk pembangunan peralatan 
modal dalam skala yang cukup untuk meningkatkan produktifitas di bidang 
pertanian, pembangunan, perkebunan dan industri. Modal juga diperlukan 
untuk mendirikan sekolah, rumah sakit, jalan raya, dan sebagainya. 
Menurut Arsyad (1999) pembangunan ekonomi daerah adalah suatu 
proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya – 
sumber daya yang ada untuk membentuk suatu pola kemitraan antara 
pemerintah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru 
dan merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. 
2.8 Pembiayaan Pembangunan 
Pembangunan daerah  mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf 
hidup dan kesejahteraan di daerah yang harus dilaksanakan secara serasi 
dan terpadu sesuai dengan perencanaan pembangunan menuju tercapainya 
kemandirian daerah dan kemajuan merata di seluruh pelosok daerah. 
Pembangunan daerah merupakan semua kegiatan pembangunan baik yang 
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termasuk dalam urusan rumah tangga daerah yang meliputi berbagai sumber 
pembiayaan baik yang berasal dari pemerintah maupun dari masyarakat. 
Pembiayaan pembangunan di Indonesia berasal dari dua sumber 
yaitu : 1) pendapatan yang berasal dari daerah sendiri, baik dari pemerintah 
maupun dari swasta atau swadaya masyarakat, 2) sumber yang berasal dari 
luar daerah baik yang berasal dari pemerintah pusat atau pemerintah atasan 
maupun investasi swasta dari luar daerah. 
Alokasi pengeluaran pembangunan pemerintah berperan untuk 
mempertemukan pemerintah masyarakat dengan penyediaan sarana dan 
prasarana yang tidak dapat dipenuhi oleh swasta. Pengeluaran pemerintah 
yang terus berkembang mengakibatkan penerimaan daerah harus terus 
ditingkatkan pula. 
Pada prinsipnya alokasi pengeluaran pembangunan oleh pemerintah 
bertujuan untuk memenuhi keinginan seluruh masyarakat. Kegiatan 
pembangunan di daerah terdiri atas kegiatan sektoral yang dilakukan oleh 
pemerintah pusat yang dibiayai oleh APBN, kegiatan regional yang dilakukan 
oleh daerah otonomi dibiayai oleh APBD, dan kegiatan tugas pembantu oleh 
daerah tetapi dibiayai oleh anggaran pemerintah pusat melalui bermacam-
macam subsidi. Pengeluaran pembangunan daerah diklasifikasi berdasarkan 
sector persektor yang mencerminkan kegiatan masyarakat daerah di 





2.9 Analisis Teori Penerimaan Pajak 
2. 9.  1.  Efektifitas 
Efektifitas pada umumnya digunakan sebagai ukuran keberhasilan 
perangkat usaha dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah 
ditetapkan Gie (1982). Mengemukakan bahwa efektifitas adalah suatu 
keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya efek atau 
akibat yang dikehendaki dari suatu kejadian. Akan dikatakan efektif 
apabila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana 
dikehendaki. 
Porwadarmita (1976) menjelaskan pula pengertian efektifitas 
sebagai suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan, yang menimbulkan 
akibat sebagaimana dikehendaki atau direncanakan. 
Secara makro, efektifitas pemungutan pajak dapat diukur dengan 
membandingkan realisasi penerimaan pajak dengan target pajak. 
Semakin efektif penerimaan pajak, maka akan memberikan pengaruh 
positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Thamrin dalam Halim (2004), 
sebagai berikut : 
Efektifitas =  
Both dalam Soamole (2007), dengan indikator efektifitas sebagai 
berikut : 
 0 – 30 % dikategorikan tidak efektif 
 31 – 60 % dikategorikan kurang efektif 
 61 – 100 % dikategorikan efektif 
 





 100 % keatas dikategorikan sangat efektif 
 
2. 9.  2.   Efisiensi 
Efisiensi adalah suatu keadaan yang mendukung pengertian 
mengenai bagaimana menekan pengeluaran/biaya seminimal mungkin. 
Akan dikatakan efisien apabila dana yang disediakan tidak terbuang 
secara percuma. 
Beberapa penelitian menguraikan metode perhitungan untuk 
menghitung untuk menghitung efisiensi pada pemungutan pajak daerah. 
Konsep tersebut dapat dijelaskan dalam Efisiensi Pareto oleh Pareto 
(Djoyohadikusumo, 1996), dimana efisiensi dari sudut kepentingan  
masyarakat secara menyeluruh ditafsirkan sebagai pola dan cara 
penggunaan sumber daya yang paling baik (pareto optimal). 
Dalam hal ini alokasi sumber daya secara nisbi terhadap berbagai 
macam kebutuhan ataupun keinginan yang mungkin tiada batasnya. 
Dalam hal alokasi sumber daya di antara berbagai kemungkinan alternatif 
dianggap optimal bilamana tidak ada cara lain yang dapat membawa hasil 
(faedah. Kepuasan) yang lebih besar bagi semua anggota masyarakat, 
dibandingkan dengan pola penggunaan (alokasi) sumber daya yang 
semula. 
Thamrin dalam Halim (2004), efisiensi mengukur bagian dari hasil 
pajak yang digunakan untuk menutupi biaya pemungutan pajak dapat 






Efisiensi =  
Both dalam Soamole (2007), dengan indikator efisiensi sebagai 
berikut : 
 0 – 30 % dikategorikan sangat efisien 
 31 – 60 % dikategorikan efisien 
 61 – 100 % dikategorikan kurang efisien 
 100 % ke atas dikategorikan tidak efisien 
 
2. 10.  Survey Hasil Penelitian Terdahulu 
1. Penelitian oleh Asmawati (1999) 
Penelitian ini berjudul. Pajak, Pengeluaran Pemerintah dan 
Pengaruhnya terhadap Distribusi Pendapatan di Indonesia (1983 – 1997), 
dengan pendekatan analisis regresi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh Pajak dan 
Pengeluaran Pemerintah terhadap Distribusi Pendapatan di Indonesia 
memperlihatkan tanda positif. Dapat dikatakan perpajakan (pajak 
penghasilan) di Indonesia dijadikan sebagai sumber penerimaan untuk 
mengimbangi perekonomian. Sedangkan pengeluaran pemerintah yang 
semakin meningkat belumlah dapat dikatakan berpengaruh terhadap 
membaiknya distribusi pendapatan pendapatan akan tetapi sebaliknya. 
Namun penulis tetap menyarankan agar mempertimbangkan pilihan ukuran 




sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut distribusi pendapatan dengan 
menggunakan variabel yang lain. 
2. Penelitian oleh Syafruddin Rahman (2007) 
Penelitian ini berjudul Analisis Potensi Pajak Penerangan Jalan 
Kabipaten Sidenreng Rappang dengan menggunakan pendekatan analisis 
deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak penerangan jalan adalah 
salah satu sumber penerimaan pajak daerah yang potensial untuk 
dioptimalkan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli daerah Kabupaten 
Sidenreng Rappang. 
3. Penelitian oleh Steven Yumame (2004) 
Penelitian ini berjudul Analisis Efektifitas dan faktor - faktor yang 
mempengaruhi Pemungutan Pajak Restoran di Kota Jayapura dengan 
menggunakan pendekatan analisis regresi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama kurun waktu 1999 – 
2003 hasil pemungutan pajak restoran sangat efektif. Namun masih selalu 
berfluktuasi dan tidak normal peningkatan yang dicapai. Dan faktor-faktor 
yang berpengaruh, Sumber Daya Manusia, Peraturan Daerah, Fasilitas 
penunjang Pemungutan, Sistem Pemungutan dan Intensif dimana factor yang 
dominan adalah Fasilitas. 
4. Penelitian oleh Toto Purwanto (2005) 
Penelitian ini berjudul Analisis Faktor – faktor Yang Mempengaruhi 
Penerimaan Pajak Bahan Galian Golongan C Di Kota Jayapura dengan 
menggunakan pendekatan analisis regresi.  
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia atau 
Pegawai dan Jumlah Sarana atau Kendaraan berpengaruh secara signifikan 
terhadap penerimaan pajak bahan galian golongan C di kota Jayapura.  
5. Penelitian oleh Qasyim Nurhani (2000) 
Penelitian ini berjudul Penerimaan retribusi pasar dan PAD Di 
Kabupaten Bone 1994/1995 – 1998/1999, dengan pendekatan analisis 
deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi retribusi pasar 
terhadap retribusi daerah serta PAD terus mengalami peningkatan, dimana 
peningkatan setiap tahunnya rata-rata sebesar 62.489.787,5. Selama 
setahun anggaran 1994/1995 – 1998/1995 rata-rata realisasi penerimaan 
setiap tahunnya sebesar 93.68 % 747.064.440. 
Realisasi penerimaan retribusi pasar yang belum mencapai target 
disebabkan oleh beberapa wajib retribusi pasar tidak memanfaatkan kios/los 
selama setahun penuh, adanya penyelewengan pungutan retribusi pasar 
yang dilakukan oleh aparat, renovasi yang dilakukan terhadap beberapa 
pasar dalam setiap tahun anggaran serta adanya tunggakan Retribusi Pasar. 
Penurunan penerimaan PAD Kabupaten Bone pada tahun anggaran 
1998/1999 disebabkan oleh dicabutnya beberapa sumber penerimaan pada 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan instruksi Menteri Dalam 
Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang pencabutan peraturan daerah tingkat I 
dan II tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
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Mengungkapkan fakta bahwa pada umumnya tingkat realisasi 
utamanya sumber-sumber PAD, belum mencapai target. Untuk mencapai 
target penerimaan setiap tahun anggaran dapat direalisasikan, maka dalam 
penetapan targetnya hendaklah tidak lagi berdasarkan perkiraan-perkiraan 
dan data historis tetapi berdasarkan pada potensi Pajak Daerah dan Retribusi 
Pasar. 
3. 11 Kerangka Pikir 
Untuk  mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai 
efektifitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah, maka dapat dirumuskan 
dalam bagan berikut 




          
 
 
Target penerimaan pajak ditetapkan berdasarkan potensi penerimaan 
pajak tersebut, namun dari realisasi penerimaan pajak kita dapat mengetahui 
perkembangan penerimaan pajak, bahwa sebagian besar potensi 







penerimaan pajak daerah 






tersebut maka perlu diklasifikasi ulang pajak daerah yang potensial sehingga 
penerimaan dapat dimaksimalkan. 
Berdasarkan data badan pusat statistik Sulawesi Selatan (1997-2006) 
dan penelitian yang pernah dilakukan oleh Hadijah Said (1992), bahwa 
penerimaan pajak daerah terus mengalami peningkatan, namun sebagian 
besar target yang ingin dicapai belum dapat terealisasi. Hal ini disebabkan 
oleh : 
 Penundaan pembayaran pajak daerah oleh wajib pajak 
 Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan pajak daerah 
 Kurangnya transparansi tentang penerimaan pajak 
Seperti digambarkan pada kerangka konsepsional sebelumnya. 
Dimana pajak daerah merupakan bagian dari PAD, sehingga peningkatan 
pajak daerah (melalui peningkatan efektifitas dan efisiensi) akan berpengaruh 
pada peningkatan PAD Kabupaten Bone. 
 
2.  12.  Hipotesis 
Dalam usaha pemecahan masalah yang telah dikemukakan di atas, 
maka yang menjadi hipotesis dalam penulisan ini adalah : 
a. Diduga bahwa realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Bone 
belum efektif selama periode 1999-2010 
b. Diduga bahwa realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Bone 
belum efisien selama periode  1999-2010. 
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c. Diduga bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektifitas dan 
efisiensi penerimaan pajak daerah yaitu : penundaan pembayaran 
pajak, kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan pajak daerah, 




















3. 1.  Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian adalah pada Badan Pusat Statistik dan Kantor Dinas 
Pendapatan Daerah Kabupaten Bone sebagai tempat untuk memperoleh 
data yang diperlukan untuk bahan analisa. 
3.2.  Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data 
sekunder dan data primer. Data sekunder yaitu data yang bersifat 
kuantitatif dan kualitatif yang diperoleh melalui studi kepustakaan. atau 
data yang diperoleh langsung dari dinas-dinas atau instansi-instansi 
tertentu.  
a. Data kuntitatif 
Data ini berupa data time series tentang perkembangan 
penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
periode tahun 1999-2010 di Kabupaten Bone. 
b. Data kualitatif 
Data ini merupakan data yang diperoleh dari buku-buku acuan 
yang merupakan hasil studi kepustakaan dan berbagai artikel 
yang digunakan dalam analisa pembahasan nantinya, berupa 
teori-teori yang mendukung penulisan ini. 
Seluruh data tersebut diperoleh dari : 
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1. Kantor Badan Pusat statistik Sulawesi Selatan 
2. Kantor Badan Pusat Statistik di Kabuaten Bone 
3. Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Bone 
4. Hasil Kepustakaan 
Selain data sekunder, juga diperoleh data primer berupa wawancara 
langsung kepada pejabat pada instansi terkait (Kantor Dinas Pendapatan 
Kabupaten Bone) dalam hal ini: A.Alimuddin, M.Sos (Sekretaris Dispenda 
Kab.Bone), ST.Aisyah, SE (Kasubag. Kepegawaian Dispenda Kab.Bone), 
A.Nurani, SE (Kabid Pembukuan), Dra.Misriaty Kadir, M.Si (Kabid 
Perencanaan dan Pengendalian Operasional) hal yang diwawancarai 
mengenai proses dan mekanisme pemungutan pajak, proses penentuan 
target pajak, dan pengalokasian biaya operasional. 
3.  3.  Metode Analisis 
Metode analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan 
analisis deskriptif, sedangkan alat analisis yang akan digunakan (Thamrin 
dalam Halim, 2004) sebagai berikut : 
1. Analisis Efektifitas 
Efektifitas pajak adalah mengukur hubungan antara hasil 
penerimaan suatu pajak dengan target pajak itu sendiri. Dan untuk 
analisis ini dilakukan dengan  dua cara. Cara pertama yaitu dengan 
menghitung efektifitas total penerimaan pajak yang dapat dilihat 
dengan formula sebagai berikut : 
 






 dengan anggapan bahwa semua wajib pajak membayar semua pajak 
yang terutang (menunggak). Efektifitas menyangkut semua tahap 
administrasi penerimaan pajak, menentukan wajib pajak, menetapkan 
nilai kena pajak, memungut pajak, menegakkan sistem pajak, dan 
membukukan penerimaan. Selanjutnya cara kedua yaitu dengan 
melihat efektifitas perjenis pajak yang selanjutnya dapat dilihat pada 
formula sebagai berikut: 
1. Efektifitas Pajak Hotel dan Restoran dihitung dengan : 
 Efektifitas =         X100% 
  
2. Efektifitas Pajak Hiburan dihitung dengan : 
Efektifitas =           X 100%   
3. Efektifitas Pajak Reklame dihitung dengan : 
 
Efektifitas =           X 100% 
   
4. Efektifitas Pajak Penerangan Jalan dihitung dengan : 
Efektifitas =       X 100% 
  
5. Efektifitas Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah/Air 
Permukaan (ABT/AP) dihitung dengan : 
Efektifitas =      X 100%  
Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran 
Target Pajak Hotel dan Restoran 
Penerimaan Pajak Hiburan 
Target Pajak Hiburan 
Penerimaan Pajak Reklame 
Target Pajak Reklame 
Penerimaan Pajak Penerangan Jalan 
Target Pajak Penerangan Jalan 
Penerimaan Pajak ABT/AP 
Target Pajak ABT/AP 
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6. Efektifitas Pajak Galian Golongan C dihitung dengan : 
 Efektifitas =        X 100% 
   
Both dalam Soamole (2007), dengan indikator efektifitas 
sebagai berikut : 
 0 – 30 % dikategorikan tidak efektif 
 31 – 60 % dikategorikan kurang efektif 
 61 – 100 % dikategorikan efektif 
 100 % ke atas dikategorikan sangat efektif 
 
2. Analisis Efisiensi 
Efisiensi pajak adalah mengukur bagian dari hasil pajak yang 
digunakan untuk menutupi biaya pemungutan pajak yang 
bersangkutan. Cara menghitung efisiensi pajak yang pertama dengan 
menghitung total biaya operasional atau seperti pada formula berikut : 
 
Efisiensi =  
 
Selain menyangkut biaya langsung kantor pajak yang 
bersangkutan, daya guna juga memperhitungkan biaya tidak langsung 
bagi kantor pajak (yaitu waktu yang digunakan untuk mengambil 
keputusan, waktu kantor-kantor dan lembaga lainnya yang dihabiskan 
untuk membantu kegiatan memungut pajak), dan mungkin juga biaya 




Penerimaan Pajak Galian Golongan C 
Target Pajak Galian Golongan C 
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itikad baik masyarakat. Yang kedua dengan melihat efisiensi perjenis 
pajak yang hasil perhitungan selanjutnya dapat dilihat pada formula 
berikut : 
1. Efisiensi Pajak Hotel dan Restoran dihitung dengan : 
Efisiensi =       X100% 
 
2. Efisiensi Pajak Hiburan dihitung dengan : 
Efisiensi =       X 100% 
 
 
3. Efisiensi Pajak Reklame dihitung dengan : 
Efisiensi =       X 100% 
 
4. Efisiensi Pajak Penerangan Jalan dihitung dengan : 
 Efisiensi =       X100% 
 
5. Efisiensi Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah/Air 
Permukaan (ABT/AP) dihitung dengan : 
 Efisiensi =      X 100% 
 
6. Efisiensi Pajak Galian Golongan C dihitung dengan : 
 Efisiensi =        X100% 
Biaya Operasional Pajak Hotel dan Restoran 
Peneriman Pajak Hotel dan Restoran 
Biaya Operasional Pajak HIburan 
Penerimaan Pajak Hiburan 
Biaya Operasional Pajak Reklame 
Penerimaan Pajak Reklame 
Biaya Operasional Pajak Penerangan Jalan 
Penerimaan Pajak Penerangan Jalan 
Biaya Operasional Pajak ABT/AP 
Penerimaan Pajak ABT/AP 
Biaya Operasional Pajak Galian Golongan C 




Both dalam Soamole (2007), dengan indikator efisiensi 
sebagai berikut : 
 0 – 30 % dikategorikan sangat efisien 
 31 – 60 % dikategorikan efisien 
 61 – 100 % dikategorikan kurang efisien 
 100 % ke atas dikategorikan tidak efisien8 
Selain metode diatas, juga digunakan analisis kualitatif 
berupa wawancara langsung kepada beberapa pejabat pada instansi 
terkait, yaitu Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Bone yang 
berkaitan dengan subtansi-subtansi informasi yang penulis butuhkan. 
Berikut beberapa pertanyaan yang akan dijadikan pedoman dalam 
wawancara tersebut : 
Tabel 3.1 Wawancara Langsung Terhadap Dispenda Kabupaten 
Bone 
Subtansi Metode  
Potensi Pajak: 
4. Bagaimana Potensi Pajak ? 
5. Apakah berpotensi sebagai sumber Pendapatan Daerah ? 
6. Bagaimana cara pemerintah daerah menggali potensi pajak ? 
Wawancara 
Proses & Mekanisme Pajak: 
4. Jelaskan bagaimana proses dan mekanisme pemungutan 
pajak ? 




pemungutan pajak ? 
6. Apakah ada item-item tertentu yang digunakan dalam proses 
pemungutan pajak ? 
Target Pajak: 
4. Jelaskan bagaimana proses penentuan target pajak ! 
5. Apakah ada indikator tertentu ? sebutkan dan jelaskan ! 




3. Apakah Realisasi dapat mencapai target ? 
4. Apakah dapat dikatakan efektif ? 
Wawancara 
Biaya Operasional: 
3. Bagaimana pengalokasian biaya operasional ? 






5. 4.  Batasan Variabel 
1. Pajak  daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau 
badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang 
dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah. 
2. Efektifitas adalah suatu perbandingan antara realisai penerimaan dengan 
target pajak, atau bisa disebut dengan hasil guna. 
3. Efisiensi merupakan perhitungan seberapa besar biaya yang dapat 
ditekan dalam upaya pemungutan pajak daerah. 
4. Target penerimaan pajak adalah potensi penerimaan pajak yang 
diperkirakan dapat dicapai pada periode tertentu. 
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5. Realisasi penerimaan pajak adalah penerimaan pajak nyata yang dicapai 
pada periode tertentu. 
6. Biaya operasional adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh suatu 
institusi dalam menunjang kegiatan administratifnya yang berkenan 
dengan pengurusan tertentu seperti biaya barang jasa, belanja perjalanan 
dinas, belanja pemeliharaan serta belanja tambahan. 
7. Potensi penerimaan pajak adalah kekuatan yang ada di suatu daerah 
















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4. 1. Gambaran Umum Kabupaten Bone 
 Daerah Kabupaten Bone merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat 
di Propinsi Sulawesi Selatan, secara Geografis letaknya sangat strategis karena 
adalah pintu gerbang pantai timur Sulawesi Selatan yang merupakan pantai 
Barat Teluk Bone memiliki garis pantai yang cukup panjang membujur dari Utara 
ke Selatan menelusuri teluk Bone tepatnya 174 Kilometer sebelah Timur Kota 
Makassar, luas wilayah Kabupaten Bone 4,556 KM Bujur Sangkar atau sekitar 
7,3 persen dari luas Propinsi Sulawesi Selatan, didukung 27 Kecamatan, 333 
Desa dan 39 Kelurahan, dengan jumlah penduduk 648,361 Jiwa. Dengan batas-
batas wilayah sebagai berikut: 
 Sebelah utara     : Kabupaten Wajo dan Soppeng 
 Sebelah Selatan : Kabupaten Sinjai dan Gowa 
 Sebelah Timur    : Teluk Bone 
 Sebelah Barat    : Kabupaten Maros, Pangkep, dan Barru 
4.2. Keadaan Perekonomian 
 4. 2. 1. Pertumbuhan Ekonomi 
 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone untuk tahun 1999 – 2003 
dihitung berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 1993, 
selanjutnya untuk tahun 2004 – 2010 dihitung berdasarkan nilai PDRB atas dasar 
harga konstan 2000 yang berarti bahwa nilai PDRB dihitung berdasarkan nilai 
semua barang dan jasa dengan harga tahun 1993 dan tahun 2000. Maksud 
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penghitungan ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan riil ekonomi yang 
nilainya telah terbebas dari pengaruh harga, baik inflasi maupun deflasi. 
 Dari Tabel 1. Diperoleh gambaran bahwa pertumbuhan ekonomi yang 
dicapai Kabupaten Bone selama periode tahun 1999 – 2003 rata-rata 3,51 % 
pertahun. Pertumbuhan terendah pada Tahun 1999 sekitar 2,02 %, hal ini 
disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda pada waktu itu. Meski krisis 
ekonomi belum pulih sepenuhnya, namun dari tahun ke tahun tampak terjadi 
perbaikan yang cukup signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan 
ekonomi yang semakin baik, yakni pada tahun 2000 tumbuh sekitar 2,67 %, 
kemudian tumbuh lagi mencapai 3,36 % pada tahun 2001. Kemudian tahun 2002 
naik lagi menjadi 4,94 %. Pada tahun 2003 terjadi penurunan tapi tidak tidak 
trelalu mempengaruhi yakni 4,56 %. 
Tabel. 4.1 PDRB Kab.Bone Berdasarkan Harga Konstan 1993 
Tahun 








(1) (2) (3) (4) (5) 
1999 1.801.625,55 9,53 788.369,05 2,02 
2000 1.992.007,18 0,10 809.447,07 2,67 
2001 2.282.520,84 0,14 836.669,28 3,36 
2002 2.632.084,05 1,15 877.961,43 4,94 
2003 2.755.785,97 10,60 2.164.344,20 4,56 
Rata-rata 2.292.804.79 4,30 1.095.358,206 3,51 
Sumber : BPS Sulawesi Selatan 
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 Dari tabel 2. Selama periode 2004 – 2010 perekonomian Kabupaten 
Bone pasang surut terus mengalami pertumbuhan dengan rata-rata  5,83 %. Hal 
ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2004 tumbuh sebesar 2,11 
%, kemudian tumbuh sebesar 4,31 % tahun 2005 dan pada tahun 2006 tumbuh 
lagi 5,95 %, tahun 2007  tumbuh sekitar 6,01 %, tahun 2008 menjadi 7,24 %, 
tahun 2009 menjadi 7,54 % dan tahun 2010 tumbuh menjadi 7,63 %. 
Tabel. 4.2 PDRB Kab.Bone Berdasarkan Harga Konstan 2000 
Tahun 








(1) (2) (3) (4) (5) 
2004 2.978.646,53 8,08 2.209.958,50 2,11 
2005 3.327.715,77 11,72 2.305.158,94 4,31 
2006 3.860.830,96 16,02 2.442.413,22 5.95 
2007 4.423.743,58 14,58 2.590.298,03 6,01 
2008 5.348.744,99 21,17 2.776.660,08 7,24 
2009 6.412.649,40 19,89 2.985.922,41 7,54 
2010 7.530.369,81 17,43 3.213.085,05 7,63 
Rata-rata 4.840.385,87 15,56 2.646.213,75 5,83 
Sumber : BPS Sulawesi Selatan 
 Data Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan data 
dasar dan utama dalam kerangka perencanaan pembangunan di daerah, 
disamping sebagai sumber informasi tentang kondisi dan perekonomian makro 
regional. Oleh karena itu, data series PDRB pada dasarnya tidak hanya 
bermanfaat bagi kepentingan teknis perencanaan pembangunan, tetapi juga 
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dapat menjadi bahan untuk menetukan kebijakan baik bagi para pelaku 
pembangunan maupun untuk segenap pelaku ekonomi. 
 PDRB Kabupaten Bone dari tahun ke tahun terus mengalami 
peningkatan. Pada tahun 2010, nilainya telah mencapai sekitar Rp. 7.530.369,81  
juta atas dasar harga berlaku. Bila dibandingkan dengan keadaan tahun 
sebelumnya terjadi peningkatan sekitar 17,43 %. Dengan angka tersebut, 
kontribusi kabupaten Bone terhadap pembentukan PDRB Sulawesi Selatan pada 
tahun 2010 sebesar 6,39 % yang berarti sumbangan daerah ini terhadap 
perekonomian Sulawesi Selatan turun jika dibandingkan dengan tahun 2009 
yaitu 6,43 %  Seperti pada tabel berikut : 
Tabel. 4.3 PDRB Sulawesi Selatan dan PDRB Kabupaten Bone Atas Dasar 
Harga Berlaku Tahun 1999 – 2010 
Tahun 






(1) (2) (3) (4) 
1999 24.064.892,99 1.801.655,55 7,49 
2000 27.064.892,99 1.992.007,18 7,17 
2001 32.102.390,24 2.282.520,84 7,34 
2002 35.344.427,65 2.632.084,04 7,45 
2003 39.414.659,75 2.915.609,11 7,40 
2004 44.744.532,59 2.978.646,53 6,66 
2005 51.780.442,52 3.327.715,77 6,39 
2006 60.902.823,80 3.860.830,96 6,34 
2007 69.107.119,49 4.423.743,58 6,40 
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2008 84.966.308,76 5.348.744,99 6.30 
2009 99.707.775,80 6.412.649,41 6,43 
2010 117.830.270,49 7.530.369,81 6,39 
Sumber : BPS Sulawesi Selatan 
4. 2. 2. Struktur Ekonomi 
 Struktur ekonomi sangat berpengaruh terhadap kekokohan perekonomian 
di suatu wilayah. Dari data PDRB, untuk melihat struktur ekonominya adalah 
dengan melihat peranan masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB (atas 
dasar harga berlaku). 
 Biasanya pada wilayah yang kondisi struktur perekonomiannya masih 
tergantung pada sektor pertanian, maka arah pembangunan yang dijalankan 
adalah menggeser peranan ekonomi kepada sektor-sektor lainnya seperti 
industri, perdagangan, jasa-jasa dan sebagainya. 
 Suatu perekonomian yang sudah cenderung mapan strukturnya, tentunya 
dapat diharapkan untuk memberikan kinerja perkembangan yang tidak 
berfluktuasi. Dalam hal ini terkait bagaimana pemanfaatan sumber daya alam, 
sumber daya manusia yang mengelolanya, dukungan sarana/prasarana yang 
menunjangnya, serta pembentukan modal dan investasi. 
 Struktur ekonomi Kabupaten Bone pada kurun waktu tahun 1999 - 2010 
tidak mengalami pergeseran yang berarti. Peranan sektor pertanian masih cukup 
besar yakni 56,33 %, tingginya peranan ini ditopang oleh sub-sektor tanaman 
bahan makanan (tabama) dengan kontribusi rata-rata 25.51 %. 
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 Selain sektor pertanian, kontribusi sektor jasa-jasa cukup besar terhadap 
pembentukan total PDRB kabupaten Bone yakni 12,17 %. Sektor industri 
pengolahan dan perdagangan yang masing-masing 8,36 %, 7,93 % (kondisi 
tahun 2006). Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian mempunyai 
kontribusi paling kecil pada tahun 2006. Bila dibandingkan antara struktur 
ekonomi Kabupaten Bone dengan struktur ekonomi Sulawesi Selatan tampak 
sangat berbeda, seperti yang tergambar pada tabel. 4 berikut : 
Tabel. 4.4 Struktur Ekonomi Kab.Bone tahun 1999 – 2010 (dalam persen) 
Lapangan Usaha 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Pertanian 67.74 66.27 65.02 64.90 58.50 56.97 
Pertambangan/Penggalian 0.40 8.38 0.39 0.37 0.40 0.42 
Industri Pengolahan 6.87 6.90 6.89 6.58 9.06 9.25 
Listrik,Gas,dan Air Bersih 0.68 0.62 0.68 0.75 0.84 0.86 
Bangunan 3.17 3.31 3.19 3.04 3.77 3.95 
Perdagangan,Hotel & Rest. 8.78 8.49 8.26 7.96 8.83 8.73 
Angkutan dan Komunikasi 3.34 4.08 4.20 4.41 4.67 4.96 
Keu., Persewaan & Jasa Perus. 2.44 2.69 2.83 3.8 4.07 4.49 
Jasa-jasa 6.67 7.25 8.54 8.81 10.16 10.39 
PDRB 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
 
Lapangan Usaha 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Pertanian 56.17 56.33 54.34 52.69 49.94 49.09 
Pertambangan/Penggalian 0.43 0.39 0.52 0.58 0.62 0.64 
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Industri Pengolahan 8.97 8.36 8.28 7.61 6.98 6.93 
Listrik,Gas,dan Air Bersih 0.89 0.95 0.85 0.78 0.73 0.66 
Bangunan 3.98 4.20 5.55 6.16 6.74 7.61 
Perdagangan,Hotel & Rest. 8.54 7.93 7.41 7.31 7.14 7.43 
Angkutan dan Komunikasi 4.93 4.68 5.45 5.26 4.81 4.58 
Keu., Persewaan & Jasa Perus. 4.90 4.96 5.21 5.23 5.18 5.37 
Jasa-jasa 11.19 12.17 12.40 14.39 17.87 17.62 
PDRB 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Sumber Data: BPS Sulawesi Selatan 
 Pergeseran struktur ekonomi pada suatu kurun waktu dapat dilihat dari 
perubahan peranan masing-masing sektor pada kurun waktu tersebut. Yang 
sangat diharapkan seperti disebutkan di atas adalah tidak terjadinya perubahan 
yang berfluktuasi. 
4. 3. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah  
 Sesuai dengan prinsip kesatuan bahwa pemerintah daerah merupakan 
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat, atas dasar tersebut 
maka kemandirian daerah dalam rumah tangganya tidak ditafsirkan bahwa setiap 
pemerintah daerah harus dapat membiayai seluruh pengeluaran dari Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) nya, sebagai tindak lanjut dari pemberian otonomi kepada 
daerah agar dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam 
meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan pemerintah di 
daerah maka upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 




 Pemerintah Kabupaten Bone dalam usaha untuk mengembangkan dan 
membangun daerahnya telah berupaya untuk meningkatkan sumber-sumber  
Pendapatan Asli Daerahnya sesuai potensi yang dimilikinya. Upaya tersebut 
dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD, agar 
peningkatan target setiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi 
secara konsisten. 
 Untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Kabupaten Bone dalam 
mengelolah sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut, dan 
perkembangannya di dalam menunjang pelaksanaan pembangunan serta 
jalannya roda Pemerintahan di Kabupaten Bone, berikut ini penulis menyajikan 
data tentang perkembangan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah sejak 
tahun 1999 – 2010, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel. 4.5 Perkembangan Realisasi PAD Kab.Bone tahun 1999 – 2010 
Tahun Realisasi (Juta Rupiah) 
Kenaikan Jumlah (Juta 
Rupiah) 
Perkembangan (%) 
1999 4,265,558,535.1 - - 
2000 4,210,444,104.76 -55,114,430.33 -1.29 
2001 7,405,878,744.21 3,195,434,639.45 75.89 
2002 13,553,343,469.42 6,147,464,725.21 83.00 
2003 15,952,401,258.73 2,399,057,789.31 17.70 
2004 17,782,182,943.25 1,829,781,684.52 11.47 
2005 17,209,819,313.73 -572,363,629.52 -3.21 
2006 21,110,351,032.12 3,900,531,718.39 22.66 
2007 34,717,647,416.82 13,607,296,384.7 64.45 
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2008 50,669,450,602.27 15,951,803,185.45 45.94 
2009 39,201,846,144.42 -11,467,604,457.85 -22.63 
2010 34,842,143,749.72 -4,359,702,394.7 -11.12 
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone 
 Berdasarkan tabel. 5 dapat kita simpulkan bahwa Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) Kabupaten Bone,hampir secara keseluruhan dapat dikatakan 
meningkat, walaupun secara terperinci terjadi fluktuasi pertahunnya. 
 Kenaikan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone 
tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan 
penerimaan daerah yang berasal dari sumber pajak dan retribusi daerah yang 
potensial. Sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan daerah 
tersebut melalui penyederhanaan dan perbaikan sistem administrasi perpajakan 
nasional, pengklasifikasian retribusi dengan kriteria tertentu, serta 
penyederhanaan tarif pajak, yang kesemuanya diharapkan dalam meningkatkan 
penerimaan daerah. 
 Pemerintah menyadari bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan 
bagian yang turut menentukan suksesnya pembangunan yang dilaksanakan 
maka pemerintah mengusahakan agar tidak terjadi lagi penurunan atau minimal 
mempertahankan nilai yang dicapai sebelumnya dengan jalan peningkatan 
pengawasan yang intensif dari petugas/aparat yang bersangkutan serta 
memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan kepentingan Pendapatan Asli 
Daerah tersebut dalam menunjang pembangunan suatu daerah. 
4. 4. Pertumbuhan dan Kontribusi jenis PAD 
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 Pendapatan Asli daerah Kabupaten Bone terdiri dari empat jenis yaitu : 
Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD dan Penerimaan Lain-lain 
Tabel. 4.6 Pertumbuhan Jenis Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten 
Bone Tahun 1999-2010 (dalam juta) 
 
Tahun 
Jenis Pendapatan Asli Daerah 
Pajak Daerah Retribusi Daerah Laba BUMD Penerimaan Lain-lain 
1999 1,598,436,214.36 2,111,638,032.50 154,028,304.24 401,455,984.00 
2000 1,438,487,611.95 2,077,937,865.54 129,076,267.27 564,942,360.00 
2001 2,141,707,054.76 4,361,969,541.88 159,928,254.39 742,273,893.18 
2002 3,091,893,715.05 7,135,989,703.00 246,408,294.37 3,079,051,757.00 
2003 3.727.924,847.73 5,962,050,701.00 324,010,924.37 5,936,414,782.63 
2004 3,667,134,971.29 11,024,133,807.00 499,160,632.17 2,591,753,532.79 
2005 3,865,108,411.68 8,710,068,988.00 757,150,553.39 3,877,491,360.66 
2006 4,168,324,524.00 11,674,822,920.00 1,080,345,663.09 4,211,438,023.03 
2007 5,119,246,938.00 15,433,189,304.50 1,200,126,272.91 12,965,084,901.41 
2008 5,938,898,041.00 12,550,982,658.00 1,572,979,856.65 26,915,356,877.62 
2009 4,512,133,037.00 11,626,858,224.00 1,687,505,750.67 17,548,287,337.25 
2010 8,770,944,605.00 14,665,548,452.00 1,549,476,026.08 4,835,498,048.04 
 
 Pada tabel. 6 menampilkan  pertumbuhan komposisi penyusun 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone pada rentang tahun 1999-2010. 
Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan Pajak daerah meski 
berfluktuasi, namun tetap mengalami peningkatan yang cukup besar pada tahun 
2008 dan 2010. Serta Retribusi Daerah yang peningkatannya cukup besar pada 
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tahun 2007 dan 2010. Kenaikan ini disebabkan dua hal yakni, pertama, faktor 
kekuatan hukum yang mengatur pelaksanaan pajak daerah dan retribusi daerah, 
yakni UU Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi daerah. Dalam UU 
Nomor 18 Tahun 1997 ada beberapa ketentuan yang mengatur beberapa jenis 
pungutan yang bersifat pajak dijadikan retribusi daerah. Kedua, kemampuan 
pemerintah daerah secara administratif dalam melakukan pungutan retribusi 
secara efektif dan efisien sehingga realisasi penerimaan retribusi mendekati 
target penerimaannya. 
 Untuk laba BUMD pada tahun 2000 kontribusinya terhadap pembentukan 
PAD menurun. Ada beberapa penyebab kurang berhasilnya perusahaan daerah 
memberikan kontribusi dalam PAD, disebabkan pertama kurang tegasnya dalam 
menetapkan visi, misi dan objektif perusahaan, sehingga secara tepat sasaran 
dapat dipilih jenis usaha yang menguntungkan pada skala usaha yang sesuai 
(Economic Scale), kedua, kualitas sumber daya manusia yang rendah, 
rekruitment dan placement pegawai yang tidak sesuai, dan ada campur tangan 
birokrat daerah dengan perusahaan daerah telah menyebabkan biaya tinggi 
(high cost economy) sehingga perusahaan daerah sering merugi, penerimaan 
pegawai seringkali dilakukan melalui sistem kerabat dan kenalan bos, selain 
merongrong perusahaan, juga merugikan dan menjurus pada kebangkrutan 
perusahaan daerah. 
4. 5. Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah 
 Untuk melihat sejauh mana penerimaan pajak daerah Kabupaten Bone, 
berikut ini penulis menyajikan data tentang perkembangan target dan realisasi 
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penerimaan serta kenaikan pajak  daerah sejak tahun 1999 sampai tahun 2010 
dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
Tabel. 4.7 Pajak Daerah Kabupaten Bone Tahun 1999 – 2010 




1999 1.544,99 1.598,44 3,45 
2000 1.934,06 1.438,49 -49,55 
2001 1.822,38 2.141,71 17,52 
2002 2.090,54 3.091,89 47.89 
2003 2.828,24 3.727,92 31.81 
2004 3.574,62 3.667,13 2.58 
2005 4.474,65 3.889,84 -13.06 
2006 5,605 4.168,32 -25.63 
2007 5.292,42 5.119,24 -3.27 
2008 5.489.85 5.938,89 8.17 
2009 6.819,40 4.512,13 -33.83 
2010 7.485,34 8.770,94 17.17 
 Sumber data : DIPENDA Kabupaten Bone 
 Berdasarkan data perkembangan penerimaan pajak daerah Kabupaten 
Bone 1999-2010 menunjukkan perkembangan realisasi penerimaan pajak 
dengan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun. Pada rentang 
waktu antara tahun 1999-2000 jika dianalisis ssmenunjukkan bahwa realisasi 
penerimaan pajak mengalami penurunan. Pada tahun 2000 disebabkan 
penundaan pembayaran pajak oleh wajib pajak, sebagai dampak krisis ekonomi. 
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Namun pada tahun 2001 dan 2003 pajak daerah meningkat pesat, merupakan 
era dilaksanakannya otonomi daerah. 
 Pada tahun 2004 sempat mengalami penurunan naming pada tahun 2005 
– 2008 pajak daerah Kabupaten Bone mengalami peningkatan yang pesat, 
bahkan pada tahun 2009 mengalami penurunan. Namun tahun 2010 pajak 
daerah mengalami peningkatan yang bagus. Namun hal ini tetap perlu diberikan 
pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, karena kenaikan 
realisasi penerimaan pajak dan  target pajak mengindikasikan dua hal yakni 
pertama adanya konsistensi manajemen penerimaan pajak dan kedua kegiatan 
ekonomi yang meningkat. 
4.6. Realisasi Pajak Daerah dan Biaya Operasional  
 Untuk melihat seberapa besar biaya yang dikeluarkan dalam proses 
pemungutan pajak, maka penulis menyajikan data biaya operasional selama 
proses pemungutan pajak dari tahun 1999 – 2010. Agar lebih jelas dapat dilihat 
pada tabel berikut: 
Tabel 4.8. Perbandingan antara Realisasi pajak daerah dan biaya 
pemungutan 





1 Pajak Hotel & Restoran     
 1999 15,984,362 4,585,705 5,860,933 26,431,000 
 2000 14,384,876 4,194,985 5,274,455 23,854,316 
 2001 21,417,071 7,066,625 7,852,926 36,336,621 
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 2002 37,102,725 7,666,912.5 13,604,332 58,373,969 
 2003 44,735,098 9,374,872.5 16,402,869 70,512,840 
 2004 44,005,620 9,996,435 16,135,394 70,137,449 
 2005 46,381,301 11,054,977.5 17,006,477 74,442,755 
 2006 50,019,894 11,475,655 18,340,628 79,836,177 
 2007 88,877,800 11,397,950 22,524,687 122,800,437 
 2008 64,320,000 12,907,558.95 26,131,151 103,358,710 
 2009 74,800,000 3,052,868.7 19,853,385 97,706,254 
 2010 84,875,770 16,552,578.5 38,592,156 140,020,505 
2 Pajak Hiburan     
 1999 15,984,362 140,660 5,860,933 21,985,955 
 2000 14,384,876 31,250 5,274,455 19,690,581 
 2001 21,417,071 80,000 7,852,926 29,349,996 
 2002 37,102,725 177,550 13,604,332 50,884,607 
 2003 44,735,098 353,750 16,402,869 61,491,718 
 2004 44,005,620 407,375 16,135,394 60,548,389 
 2005 46,381,301 254,250 17,006,477 63,642,028 
 2006 50,019,894 804,950 18,340,628 69,165,472 
 2007 88,877,800 31,780 22,524,687 111,434,267 
 2008 64,320,000 330,000 26,131,151 90,781,151 
 2009 74,800,000 75,000 19,853,385 94,728,385 
 2010 84,875,770 330,000 38,592,156 123,797,926 
3 Pajak Reklame     
 1999 15,984,362 1,647,898 5,860,933 23,493,193 
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 2000 14,384,876 1,353,760.5 5,274,455 21,013,091 
 2001 21,417,071 1,616,013.75 7,852,926 30,886,010 
 2002 37,102,725 1,787,492.5 13,604,332 52,494,549 
 2003 44,735,098 2,246,616.25 16,402,869 63,384,584 
 2004 44,005,620 3,243,125.5 16,135,394 63,384,139 
 2005 46,381,301 4,464,492.5 17,006,477 67,852,270 
 2006 50,019,894 6,061,083.35 18,340,628 74,421,606 
 2007 88,877,800 6,301,701.25 22,524,687 117,704,188 
 2008 64,320,000 6,719,276.25 26,131,151 97,170,428 
 2009 74,800,000 8,386,933.75 19,853,385 103,040,319 
 2010 84,875,770 10,348,763.75 38,592,156 133,816,690 
4 Pajak Penerangan Jalan     
 1999 15,984,362 53,459,995.95 5,860,933 75,305,291 
 2000 14,384,876 44,780,185.75 5,274,455 64,439,516 
 2001 21,417,071 80,299,205.65 7,852,926 109,569,202 
 2002 37,102,725 137,960,568.1 13,604,332 188,667,625 
 2003 44,735,098 163,278,580.9 16,402,869 224,416,548 
 2004 44,005,620 151,408,288.4 16,135,394 211,549,302 
 2005 46,381,301 168,603,906.9 17,006,477 231,991,685 
 2006 50,019,894 169,480,239.2 18,340,628 237,840,761 
 2007 88,877,800 217,494,986.5 22,524,687 328,897,473 




 2009 74,800,000 187,338,642.4 19,853,385 281,992,028 
 2010 84,875,770 401,854,993.3 38,592,156 525,322,920 
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5 Pajak ABT/AP     
 1999 15,984,362 3,980,469.8 5,860,933 25,825,765 
 2000 14,384,876 7,634,159.2 5,274,455 27,293,490 
 2001 21,417,071 5,137,814 7,852,926 34,407,810 
 2002 - - - - 
 2003 - - - - 
 2004 - - - - 
 2005 - - - - 
 2006 - - - - 
 2007 - - - - 
 2008 - - - - 
 2009 - - - - 
 2010 - - - - 
6 Pajak Galian Gol.C     
 1999 15,984,362 16,107,081.95 5,860,933 37,952,376.88 
 2000 14,384,876 13,830,040.1 5,274,455 33,489,370.80 
 2001 21,417,071 12,885,694.3 7,852,926 42,155,690.72 
 2002 37,102,725 7,002,125.15 13,604,332 57,709,182.08 
 2003 44,735,098 11,142,422.7 16,402,869 72,280,390.20 
 2004 44,005,620 18,301,524.65 16,135,394 78,442,538.17 
 2005 46,381,301 11,114,693.9 17,006,477 74,502,471.85 
 2006 50,019,894 20,544,298.65 18,340,628 88,904,820.84 
 2007 88,877,800 20,675,934.15 22,524,687 132,078,420.68 
 2008 64,320,000 20,857,882.4 26,131,151 111,309,033.70 
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 2009 74,800,000 16,753,207 19,853,385 111,406,592.36 
 2010 84,875,770 9,460,894.7 38,592,156 132,928,820.96 
Sumber: Kantor Dispenda Kab.Bone 
 Dari data diatas dapat dilihat rincian biaya operasional yang terdiri dari 
biaya rutin, biaya tambahan, dan 5 % dari realisasi. Biaya rutin dan biaya 
tambahan terlihat sama dari tahun ke tahun karena biaya tersebut tidak 
ditunjukkan secara spesifik untuk membiayai setiap jenis kegiatan pemungutan  
jenis pajak tertentu  karena biaya ini bersifat general. 
4. 7. Analisis Efektifitas dan Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah 
 Berdasarkan hipotesis sebelumnya yaitu apakah pajak daerah yang ada 
di Kabupaten Bone itu efektif dan efisien maka digunakan analisis efektiftas dan 
analisis efisien seperti di bawah ini : 
 
 
4. 7. 1. Analisis Efektifitas 
 Hasil guna (efektifitas) merupakan salah satu tolak ukur pemungutan 
pajak daerah. Efektifitas yaitu membandingkan antara realisasi dari pajak daerah 
dengan target pajak daerah. Ini berarti dapat dilihat seberapa besar kemampuan 
petugas pajak dalam memungut pajak 






Both dalam, Soamole (2007), dengan indikator efektifitas sebagai berikut : 
 0 – 30 % dikategorikan tidak efektif 
 31 – 60 % dikategorikan kurang efektif 
 61 – 100 % dikategorikan efektif 
 100 % keatas dikategorikan sangat efektif 
Berdasarkan rumus diatas, akan ditunjukkan perhitungan efektifitas dari 
tahun ke tahun setiap jenis pajak daerah yang ada di Kota Makassar sebagai 
berikut : 
1. Pajak Hotel dan Restoran 
Untuk hasil perhitungan selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 4.9. Perhitungan Rasio Efektifitas Pajak Hotel dan Restoran 
(1999-2010) 



















































Sumber data : Data yang diolah 
Dari hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa target penerimaan 
pajak hotel dan restoran pada tahun 1999 - 2000, dan 2006 - 2009 tergolong 
efektif karena tingkat keefektfitasannya antara 61 % dan 100 %. Dan pada Tahun 
2001 - 2005 dan 2010 bahkan tergolong sangat efektif karena tingkat 
keefektifitasannya diantara 100 % keatas. 
2. Pajak Hiburan 
Tabel 4.10. Perhitungan Rasio Efektifitas Pajak Hiburan (1999-2010) 

















































Sumber data : Data yang diolah 
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Dari analisis di atas menunjukkan bahwa penerimaan pajak hiburan dari 
tahun ke tahun mengalami fluktuasi, hal ini dilihat pada tahun 1999 kurang 
efektif. Tahun 2000 dan 2001 dikategorikan efektif. Dan pada tahun 2002 – 2004 
terlihat tingkat efektifitasnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan 
pada tahun 2005 mengalami penurunan tetapi masih efektif yaitu 63,56 % dan 
tahun 2006 mengalami kenaikan menjadi sangat efektif yaitu 160,99 %. Tahun 
2007 malah dapat dikatakan tidak terealisasi dengan baik karena presentasinya 
hanya sebesar 3,97 % yang berarti tidak efektif. Hal ini terjadi karena adanya 
penundaan pembayaran sehingga realisasi penerimaan pajak jauh dari 
targetnya. Pada tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar 60 %. Tahun 2009 
turun menjadi 13,63 % yang berarti tidak efektif. Namun pada tahun 2010 
kembali naik walau masih kurang efektif karena hanya sebesar 60 %. 
 
3. Pajak Reklame  
Untuk hasil perhitungan selanjutnya dapat dilihat pada tabel. berikut : 
Tabel 4.11. Perhitungan Rasio Efektivitas Pajak Reklame  



















































Sumber data : Data yang diolah 
Dari perhitungan di atas menunjukkan bahwa penerimaan pajak reklame 
dari tahun ke tahun sangat efektif, Karena besar target yang diperoleh dapat 





4. Pajak Penerangan Jalan 
Untuk hasil perhitungan selanjutnya dapat dilihat pada tabel. berikut : 
 
Tabel 4.12. Perhitungan Rasio efektivitas Pajak Penerangan Jalan 



















































Sumber Data: Data yang diolah 
Dari hasil analisis diatas terlihat jelas bahwa tingkat efektivitas dari pajak 
penerangan jalan termasuk sangat efektif pada tahun 1999 dengan tingkat 
keefektivitasannya 104,61% dan tahun 2000 mengalami penurunan sehingga 
tingkat keefektivitasannya sebesar 82,92 %. Tahun 2001 – 2003 tingkat 
kefektivitasannya lebih dari 100 %. Dan tahun 2004 – 2007 terjadi penurunan 
tetapi tetap efektif karena presentasinya melebihi 60 %. Tahun 2008 kembali 
menjadi sangat efektif dengan presentasi 110,16 %. Sedangkan tahun 2009 
presentasinya kembali turun namun tetap efektif yaitu sebesar 62,44 %. Dan 
tahun 2010 presentasinya kemudian naik dan bahkan dikatakan sangat efektif 





5. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah/Air Permukaan (ABT/AP) 
Untuk hasil perhitungan selanjutnya dapat dilihat pada tabel. berikut : 





















































Sumber data : Data yang diolah 
Berdasarkan analisis dari tabel diatas penerimaan pajak ABT/AP kurang 
efektif, pada tahun 1999. Penundaan pembayaran menyebabkan realisasi 
penerimaan pajak sangat jauh dari target pajaknya. Dan tahun 2000 mengalami 
kenaikan melebihi 100 % dan 2001 mengalami penurunan lagi tetapi masih 
efektif yaitu sebesar 77,58 %. Karena realisasi yang kurang menunjukkan 
progress dalam arti berjalan fluktuatif dari tahun ke tahun serta pengelolaan 
pajak ABT/AP memerlukan pengawasan yang lebih baik, sehingga pada tahun 









6. Pajak Galian Golongan C 
Untuk perhitungan selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 4.14. Perhitungan Rasio Efektivitas Pajak Galian Golongan C 
(1999 – 2010) 

















































Sumber data : Data yang diolah 
Dari analisis di atas menunjukkan bahwa penerimaan pajak galian 
golongan C sangatlah fluktuatif yaitu tingkat keefektivitasannya terlihat pada 
tahun 1999, 2000, 2002, dan 2010 yang tingkat keefektivitasannya kurang dari 
60 %. Tahun 2001 menjadi sangat efektif dengan presentasi 107,8 %. Dan 
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dikatakan efektif pada tahun 2003 yaitu sebesar 89,13 % yang pada tahun 2004 
naik menjadi 104,48 % dan terjadi penurunan menjadi 60,57 % pada tahun 
2005. Selanjutnya tahun 2006 – 2008 terus mengalami peningkatan dengan 
presentasi lebih dari 100 %. Tahun 2009 kembali turun namun tetap efektif yakni 
sebesar 83,76 %. Tahun 2010 justru mengalami penurunan yang dapat 





4.7.2. Analisis Efisiensi 
Penerimaan pajak daerah dikatakan berhasil apabila berdaya guna atau 
efisien. Artinya penerimaan yang diperoleh dari pemungutan pajak daerah 
mampu menutup biaya pengeluaran yang dilakukan oleh DIPENDA dalam 
melakukan operasional penertiban dan pengawasan pajak daerah. 
 
Efisiensi =        X 100 % 
 
Both dalam Soamole (2007), dengan indikator efisiensi sebagai berikut : 
 0 – 30 % dikategorikan sangat efisien 
 31 – 60 % dikategorikan efisien 
 61 – 100 % dikategorikan kurang efisien 
 100 % ke atas dikategorikan tidak efisien 
Tabel dibawah ini akan menyajikan perhitungan rasio efisiensi pajak daerah 





1. Perhitungan Efisiensi Pajak Hotel dan Restoran 
Untuk perhitungan selanjutnya dapat dilihat pada tabel. berikut sebagai 
berikut: 
Tabel 4.15. Efisiensi Pajak Hotel dan Restoran 





























































Sumber data : Data yang diolah 
Dari analisis di atas, ditunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel dan 
restoran dari tahun ke tahun sudah efisien, bahkan pada tahun 1999 – 2001 
sangat efisien. 
2. Perhitungan Efisiensi Pajak Hiburan 





Tabel 4.16. Efisiensi Pajak Hiburan 





























































Sumber data : Data yang diolah 
Dari analisis di atas, ditunjukkan bahwa penerimaan pajak hiburan dari 
tahun ke tahun tampak tidak efisien. Hal ini disebabkan oleh besarnya biaya 
operasional yang dikeluarkan namun realisasi pajak jauh dari target. 
3. Perhitungan Efisiensi Pajak Reklame 
Untuk perhitungan selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 4.17. Efisiensi Pajak Reklame 































































Sumber data : Data yang diolah 
Dari analisis di atas, ditunjukkan bahwa penerimaan pajak reklame dari 
tahun ke tahun Kurang efisien, bahkan pada tahun 2002 – 2003 tampak tidak 
efisien yang disebabkan oleh besarnya biaya operasional yang dikeluarkan, 
sementara realisasi melampaui target namun tidak terlalu jauh. 
4. Perhitungan Efisiensi Pajak Penerangan Jalan 
Untuk perhitungan selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 4.18. Efisiensi Pajak Penerangan Jalan 































































Sumber data : Data yang diolah 
Dari perhitungan di atas, di tunjukkan bahwa penerimaan pajak 
penerangan jalan dari tahun ke tahun sudah sangat efisien. 
5. Perhitungan Efisiensi Pajak ABT/APT  
Untuk perhitungan selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut : 
 
Tabel 4.19. Efisiensi Pajak ABT/APT 































































Sumber data : Data yang diolah 
Dari perhitungan diatas ditunjukkan bahwa penerimaan pajak ABT/AP 
dari tahun ke tahun sudah efisien. Namun karena sulitnya pengawasan serta 
menyangkut penggunaan sumber daya alam, akhirnya pengelolaan pajak 
ABT/AP ini dikembalikan kepada pemerintah provinsi Sulawesi Selatan sesuai 
dengan undang-undang nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-
undang nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah. 
 
6. Perhitungan Efisiensi Pajak galian Gol C 
Untuk perhitungan selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 4.20. Efisiensi Pajak Galian Gol. C 































































Sumber data : Data yang diolah 
Dari perhitungan di atas, ditunjukkan bahwa penerimaan pajak galian 
golongan C dari tahun ke tahun sudah efisien, bahkan ada beberapa tahun yang 
sudah sangat efisien. Namun pada tahun 2010 kurang efisien karena realisasi 
pajak reklame yang jauh dibawah target sedangkan biaya operasional yang 
dikeluarkan sangat besar bahkan hampir menyamai realisasi dari target pajak 
itu sendiri. 
4. 7. 3. Efekitivitas dan Efisiensi Pajak Daerah Kabupaten Bone Tahun   
1999-2010 
1. Tabel 4.21.Pajak Hotel dan Restoran 




















































Dari tabel diatas dapat dilihat Pajak Hotel dan Restoran masuk kategori 
sangat efisien dan lumayan efektif.  Obyek pajak hotel dan restoran sebagian 
besar berada dipusat kota Kabupaten Bone sehingga tidak membutuhkan biaya 
operasional yang begitu besar bila dibandingkan dengan peningkatan realisasi 
yang bisa tercapai tiap tahunnya. 
Untuk tahun-tahun berikutnya, diharapkan target pajak hotel dan restoran 
dapat tercapai bahkan lebih dengan survey rutin secara maksimal, karena hotel 
dan restoran banyak digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi para 
wisatawan yang sedang berlibur. 
2. Tabel 4.22 Pajak Hiburan 




















































Dari tabel diatas bahwa dari tahun ke tahun penerimaan pajak hiburan 
cenderung efektif dan tidak efisien, meskipun pada tahun 2007 dan 2009 yang 
tidak efektif disebabkan oleh adanya peningkatan biaya untuk survey langsung 
obyek pajaknya yang tersebar di wilayah Kabupaten Bone yang begitu luas. 
Untuk mengatasi menjaga stabilitas penerimaan pajak hiburan, selain 
pengawasan pajak hiburan perlu ditingkatkan, kontribusi serta kesadaran 
masyarakat sangat penting untuk ditingkatkan, kontribusi serta kesadaran 
masyarakat sangat penting untuk ditingkatkan utamanya sebagai obyek pajak. 
Hal ini dapat ditempuh dengan : 
 Sosialisasi pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan 
masyarakat sadar dan peduli pajak. 
 Untuk menekan biaya pemungutan serta pengawasan pemerintah 
daerah hendaknya melakukan koordinasi dengan instansi-instansi 
terkait serta ormas-ormas yang ada guna meminimalisir adanya 










6. Tabel 4.23.Pajak Reklame  


















































Meskipun pajak reklame bukan pajak tetap, dimana tergantung dari 
jumlah pemasang iklan, namun reklame digunakan sebagai media promosi 
dalam meningkatkan penjualan. Keberhasilan penerimaan pajak reklame sangat 
menggembirakan, hendaknya pemerintah Kabupaten Bone tetap 
memperhatikan ketertiban umum dalam menyepakati tiap-tiap pemasangan 
reklame tersebut. 
Pengelolaan pajak reklame kurang efisien karena terlalu besarnya biaya 
operasional yang dikeluarkan. 
4. Tabel 4.24.Pajak Penerangan Jalan 
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Dari tabel diatas menunjukkan bahwa penerimaan pajak penerangan 
jalan dari tahun ke tahun sangat efektif dan sangat efisien, karena besar target 
yang ingin diperoleh dapat direalisasi, bahkan lebih besar dari target, meskipun 
ada beberapa tahun dimana target tidak dapat tercapai. Hal ini disebabkan 
antara lain, adanya pencurian aliran listrik yang dilakukan oleh oknum 
masyarakat sehingga merugikan PLN. 
Untuk tahun-tahun berikutnya, target pajak penerangan jalan diusahakan 
dapat dicapai melalui pengawasan serta peningkatan kinerja para petugas, 
utamanya ketika survey pemakaian listrik. Sehingga penetapan target serta 
penerimaan pajak dapat efektif. 
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7. Tabel 4.25.Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah/Air permukaan 
(ABT/AP) 

















































  Dari tabel diatas dilihat bahwa penerimaan pajak ABT/AP dari tahun ke 
tahun sudah efisien dan efektif. Namun karena adanya efek dari krisis ekonomi 
yang berdampak pada penundaan pembayaran, maka tingkat keefektifitasannya 
tidak menentu. 
6. Tabel 4.26 Pajak Galian Golongan C 




















































  Dari tabel diatas pada tahun 1999, 2000, 2002, 2005, dan 2010 
pengelolaan pajak Galian Gol.C kurang efektif. Hal ini disebabkan : 
 Pada tahun 1999 masih dirasakan dampak krisis yang terjadi pada 
pertengahan juli tahun 1997 
 Banyaknya lahan pertambangan yang belum tergali dengan baik, karena 
terbatasnya peralatan yang dimiliki serta keahlian dari tenaga kerja yang 
kurang dalam menambang, khususnya tahun 1999 – 2000 
 Pada tahun 2002, 2005, dan 2010 pemerintah daerah melaksanakan 
proyek pembangunan jalan (pengerasan jalan), utamanya yang 
mengarah ke kawasan pegunungan (lokasi penambangan) sehingga 
akses para penambang agak tersendat. 
Pengelolaan Pajak Galian sudah sangat efisien, keberhasilan besar 
kecilnya penerimaan pajak Galian tergantung kinerja pengawasan 
pemungutannya, sehingga diharapkan untuk tahun-tahun selanjutnya 
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pengawasannya lebih ditingkatkan serta akses ke lokasi pertambangan 
harus selalu diperhatikan sebagai obyek dalam menarik minat para 
investor. 
  Setelah melihat hasil perhitungan rasio efektifitas dan efisiensi diatas, 
berikut ditambahkan hasil hasil wawancara dari beberapa petugas Dispenda 
yang terkait untuk melihat sejauh mana efektivitas dan efisiensi pemungutan 
pajak daerah di Kabupaten Bone. Yang pertama mengenai Potensi Pajak dimana 
potensi Pajak daerah Kabupaten Bone cukup besar, namun obyeknya menyebar 
sehingga diperlukan upaya menyaring potensi-potensi itu dengan mobilitas tinggi. 
Namun pajak daerah sudah dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah 
berdasarkan UU No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
(A.Alimuddin, M.Sos). Mengenai cara pemerintah menggali potensi pajak dapat 
dilakukan dengan cara intensifikasi (penyuluhan pajak, penagihan intensif, 
peningkatan tariff) dan ekstensifikasi (Menambah subjek pajak/wajib pajak), 
(A.Nurani, SE). 
  Selanjutnya yang kedua mengenai Proses dan Mekanisme Pajak, yaitu 
dengan cara self assesment dan office assessment. Self assessment yaitu wajib 
pajak yang menghitung, menetapkan jumlah pajaknya, dan office assessment 
yaitu petugas pajak yang menghitung dan menetapkan jumlah pajaknya, (Dra. 
Misriaty Kadir, M.Si). Mengenai hambatan-hambatan dalam proses 
pemungutan pajak itu ada 4 menurut Ibu ST.Aisyah, SE yakni: yang pertama 
hambatan yang bersumber dari obyek pajak yang belum dikenakan pajak secara 
keseluruhan dalam arti objek pajak masih ada yang belum dikenakan pajak, yang 
kedua hambatan yang bersumber dari wajib pajak. Terkadang wajib pajak 
belum/tidak melaporkan obyek pajaknya secara transparan. Yang ketiga, 
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hambatan dari petugas pajak yang SDMnya wajib ditingkatkan. Yang keempat, 
hambatan dari penegakan peraturan terutama pemberian sanksi kepada wajib 
pajak yang mangkir (tidak membayar pajak). Selanjutnya mengenai apakah ada 
item tertentu yang digunakan dalam proses pemungutan pajak menurut Dra. 
Misriaty Kadir, M.Si, yang pertama yaitu melakukan pendataan obyek pajak, 
yang kedua membuat SKPD, yang ketiga membuat SPPD, dan yang terakhir 
melakukan penagihan kepada objek pajak. 
  Yang ketiga mengenai Target Pajak, proses penentuan target pajak 
menurut A.Alimuddin, M.Sos ada tiga yaitu yang pertama identifikasi objek dan 
subjek pajak, yang kedua kemampuan untuk menagih, dan yang ketiga 
inventarisasi tunggakan tahun sebelumnya. Sedangkan menurut A. Nurani, SE, 
dimulai dari evaluasi penerimaan tahun sebelumnya dan perhitungan omzet 
masing-masing wajib pajak. Kemudian siapa yang menentukan target pajak 
menurut A. Alimuddin, M.Sos penentuan target pajak diawali dari perencanaan 
dari SKPD. Pengelolaan berdasarkan potensi dan kemampuan untuk 
merealisasikan dan selanjutnya di bahas pada panitia/tim anggaran pemda dan 
selanjunya dituangkan dalam RAPBD. 
  Yang keempat mengenai Realisasi Pajak, apakah realisasi pajak sudah 
dapat mencapai target dan apakah sudah dapat dikatakan efektif ? A. 
Alimuddin, M.Sos mengatakan realisasi belum maksimal dan belum efektif. ST. 
Aisyah, SE mengatakan realisasi dapat saja tercapai maksimal apabila wajib 
pajak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak tepat waktu. 
Sedangkan A. Nurani, SE mengatakan Tidak semua jenis pajak dapat tercapai 
dengan maksimal namun secara umum dapat dikatakan efektif dibandingkan 
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biaya pemungutan. Dan Dra. Misriaty Kadir, M.Si mengatakan bahwa realisasi 
sudah tercapai dengan masimal namun belum efektif. 
  Yang kelima mengenai Biaya Operasional, A. Alimuddin, M.Sos 
menjelaskan mengenai pengalokasian biaya operasional yang dianggarkan 
dalam SKPD sesuai keputusan yang berlaku sedangkan upaya yang dilakukan 
agar penggunaan biaya operasional dapat diminimalisir yaitu dengan 
mengefisienkan beberapa variabel yang mempengaruhi biaya yang berhubungan 
dengan pemungutan. Sedangkan ST. Aisyah, SE menjelaskan bahwa biaya 
operasional sudah dialokasikan sesuai dengan pos masing-masing DPA (Dewan 
Perencanaan Anggaran) dengan memeperhatikan sasaran yang akan dicapai. 
Dan upaya meminimalisir biaya operasional menurut ST Aisyah, dapat 
diefisienkan apabila biaya operasional tersebut digunakan pada pos (sasaran) 
yang tepat. Selanjutnya A. Nurani, SE mengatakan biaya operasipnal 
dianggarkan melalui APBD tetapi tidak secara khusus untuk masing-masing jenis 
pajak dan upaya untuk meminimalisir biaya operasional yakni denagn melakukan 
himbauan melalui media agar wajib pajak membayar sendiri pajaknya. Dan Dra. 
Misriaty Kadir, M.Si secara singkat menjelaskan bahwa pengalokasian biaya 
operasional hanya sesuai dengan kebutuhan saja dan upaya yang dilakukan 
agar biaya operasional dapat diminimalisir yakni hanya belanja sesuai dengan 
kebutuhan. 
  Dari hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa potensi 
pajak daerah Kabupaten Bone cukup besar dan dapat dijadikan sebagai sumber 
Pendapatan Daerah. Pemerintah hanya tinggal memperbaiki system dan 
prosedur pemungutan pajaknya agar dapat mencapai target. Namun dalam 
proses pemungutan pajak tentunya terdapat berbagai hambatan yang terdiri dari 
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hambatan yang bersumber dari objek pajak, hambatan dari wajib pajak, 
hambatan dari petugas, dan hambatan dari penegakan peraturan. Namun 
semuanya kembali lagi kepada cara pemerintah atau instansi terkait bagaimana 
cara agar dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak itu, apakah melalui 
himbauan melalui media ataupun dengan sosialisasi langsung. Selanjutnya 
mengenai biaya operasional yang tentunya tidak luput dalam proses pemungutan 
pajak dapat diminimalisir dengan mengefisienkan beberapa variabel atau dengan 
penggunaan seminimal mungkin sesuai dengan pos masing-masing. Dengan 

















5. 1. Kesimpulan 
  Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, 
maka disimpulkan bahwa penerimaan pajak daerah Kabupaten Bone sudah 
efektif dan efisien atau dengan kata lain hipotesis yang diajukan dalam penelitian 
ini ditolak. 
1. Penerimaan pajak daerah Kabupaten Bone secara umum efektif, tetapi 
ada beberapa jenis pajak daerah yang berfluktuasi dari 12 tahun 
pengamatan (1999 – 2010). Secara umum tingkat rata-rata efektivitas 
Pajak hotel dan restoran sebesar 99,71 %, Pajak hiburan sebesar 74,83 
%, Pajak reklame sebesar 108,86 %. Pajak penerangan jalan sebesar 
95,21 %. Pajak ABT/AP sebesar 77,72 %. Pajak galian golongan C 
sebesar 81,35 %. 
2. Penerimaan pajak daerah  Kabupaten Bone dari tahun ke tahun (1999 – 
2010) dan dari berbagai jenis pajak daerah secara umum sangat efisien. 
Dengan tingkat rata-rata efisiensi Pajak Hotel dan Restoran sebesar 
36,31 %, Pajak Hiburan sebesar 2.931,80 %, Pajak Reklame sebesar 
88,19 %, Pajak Penerangan Jalan sebesar 7,00 %, Pajak ABT/AP 
sebesar 27,93 %, dan Pajak Galian Gol.C sebesar 29,37 %. 
3. Faktor-faktor yang  mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektifitas 
penerimaan pajak daerah, yaitu wajib pajak dapat memenuhi 
kewajibannya dalam membayar pajak tepat waktu, pengawasan terhadap 
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pelaksanaan pemungutan pajak daerah serta sistem dan prosedur 
pemungutan pajak 
5. 2. Saran 
  Pemerintah Kabupaten Bone (DIPENDA) harus memperhatikan faktor-
faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemungutan pajak daerah, sehingga 
lebih efektif dan efisien. Berikut hal-hal yang dapat diperhatikan oleh Pemerintah 
Daerah Kabupaten Bone dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak daerahnya 
: 
 Sosialisasi pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan masyarakat 
sadar dan peduli dan pajak. Memberikan pengarahan secara langsung 
kepada masyarakat mengenai perda-perda yang mengatur pajak daerah 
 Peningkatan pengawasan, dengan pemerikasaan atau survey langsung 
petugas secara rutin terhadap objek pajaknya 
 Pemerintah Daerah harus memberikan pelayanan yang lebih baik kepada 
masyarakat, misalnya dengan pemberian izin usaha yang lebih cepat, 
tanpa menyalahi prosedur. 
 Setiap aparat pemerintah daerah khususnya pegawai Dispenda, harus 
memiliki SDM yang menunjang. SDM yang dimaksud bukan hanya 
keahlian dalam hal pemungutan pajak, tetapi harus mampu memberikan 
pengarahan kepada para pengusaha khususnya pengusaha hotel dan 
restoran, hiburan, dan reklame, mengenai solusi yang dapat membantu 
perkembangan pengusaha tersebut untuk kedepannya. 
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 Pemerintah daerah hendaknya bekerja sama dengan instansi yang terkait 
serta ormas-ormas yang ada, dalam upaya meminimalisir biaya, waktu 
dan tenaga dalam proses pemungutan pajak daerah.. 
 Khusus untuk pajak ABT/AP, pemerintah provinsi meningkatkan 
kerjasama dengan pemda yang terkait, misalnya dengan memberikan 
pemahaman kepada tiap petugas dalam upaya untuk memberikan 
pelayanan yang lebih baik terhadap objek pajaknya. 
  Penerimaan pajak daerah perlu dipertahankan konsistensinya dan 
ditingkatkan secara proporsional sesuai dengan perkembangan kegiatan 
ekonomi yang ada. Penerimaan pajak akan berhasil jika melibatkan semua 
aparatur yang ada didaerah untuk mencari solusi bersama yang dilakukan sesuai 
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